PEMILIHAN KEPALA DESA MENURUT QANUN NOMOR 4 TAHUN
2009 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN DAN
PEMBERHENTIAN KEUCHIK DI ACEH

(Suatu Penelitian di Kecamatan Trumon Kab. Aceh Selatan)

SKRIPSI

Diajukan Oleh

T. IDUL ADHA
NIM. 140105036

ODKDVLVZD )DNXOMhHUkBGND UL T1DK
Program Studi Hukum Tata Negara

)$.8/7%6 6<$5,1%$+ '$1 +8.80
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2021 M/1442 H



PEMILIHAN KEPALA DESA MENURUT QANUN NOMOR 4 TAHUN
2009 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN DAN
PEMBERHENTIAN KEUCHIK DI ACEH
(Suatu Penelitian di Kecamatan Trumon Kab. Aceh Selatan)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Tata Negara

QOleh

T.IDUL ADHA
NIM. 140105036

Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Hukum Negara

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

bimbing I, Pembimbing II,
Drs. Jamhuri, MA Yenni Sri Wahvuni, S.H., M.H

NIP: 196703091994021001 NIP: 198101222014032001

ii



PEMILIHAN KEPALA DESA MENURUT QANUN NOMOR 4 TAHUN
2009 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN DAN
PEMBERHENTIAN KEUCHIK DI ACEH
(Suatu Penelitian di Kecamatan Trumon Kab. Aceh Selatan)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)

Dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Pada Hari/Tanggal: Jum’at, 27 Agustus 2020 M
8 Muharram 1442 H

Di Darusalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munagasyah Skripsi:

UA SEKRETARIS

Drs. Jamhuri, MA Yenni Sri Wahvyuni, S.H., M.H
NIP. 196703091994021001 NIP. 198101222014032001

uslim Zainaddin M.Si Muslem 0%, M.H

NIP 196610231994021001 NIDN. 2011057701
Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum

UIN Ar-Raniry Banda Aceh



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM
JI. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Situs: www.dakwah.ar-raniry.ac.id

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : T. Idul Adha

NIM : 140105036

Fakultas : Syari’ah dan Hukum
Prodi : Hukum Tata Negara

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan
dan mempertanggung jawabkannya.

2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.

3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli
atau tanpa izin milik karya.

4. Mengerjakan sendiri kruya ini dan mampu bertanggung jawab atas
karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan
telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata
memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka
saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sansksi lain
berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN Ar-
Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 1 Oktober 2019
ang menerangkan,

-
-

. Idul Adha

iv




ABSTRAK

Nama/Nim . T.Idul Adha/140105036
Fakultas/Prodi :6\DULTDK GDQ +XNXP +XNXP 7DWD 1|
Judul Skripsi . Pemilihan Kepala Desa Menurut Qanun Nomor 4

Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan
Pemberhentian Keuchik di Aceh: Suatu Penelitian di
Kecamatan Trumon Kab. Aceh Selatan

Tanggal Munagasyah : 27 Agustus 2020

Tebal Skripsi . 70 Halaman

Pembimbing | . Drs. Jamhuri, MA

Pembimbing Il :Yenny Sri Wahyuni, SH., MH

Kata Kunci : Pemilihan Kepala, Qanun Nomor 4 Tahun 2009

Ketentuan pemilihan kepala desa telah diatur dalam banyak reguiksiatzan
Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, juga dalam bentuk
peraturan terendah seperti peraturan daerah (Perda) atau Qanun Aceh Nomor 4
tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuclakerdi A
Dalam ganun dijelaskan tentang tata cara pemilihan kepada desawnNa
ketentuan ganun tersebut belum efektif diterapkan di Kecamatamoimru
Kebupaten Aceh Selatan. Di samping itu juga ada beberapa syarat gqidun

yang dilanggar. Pertanyaan penelitian ini ialah untuk mekpadagaimana

tata cara pemilihan kepala desa di Kecamatan Trumon Kakh Seéatan,
bagaimana bentuk pengawasannya, serta bagaimana pemilihan kepada desa di
Kecamatan Trumon dilihat menurut Qanun Nomor 4 Tahun 2009. Penelitian ini
merupakan penelitian lapangan ati#urary research Data-data yang telah
dikumpulkan dilakukan analisis dengan caenalisis-normatif. Teknik
pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara, observas
dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata cara pemiliha
keuchik di Kecamatan Trumon dilakukan dengan lima tahapaartama
pembentukan Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) yang dilakukan oleh tuha peut
Kedug P2K mensosialisasikan jadwal pemilihan keucldletiga pengajuan
berkas data calon kepada P2Keempat pemilihan atau pemungutan suara.
Kelima menetapkan calon kepala desa terpilih. Bentuk pengawasan dilakukan
oleh P2K bersama dengan tuha peut desa. Pengawasan pemilihan keuchik
dijalankan tidak secara optimal. Pemilihan kepada desa di kdaantrumon
cenderung kurang sesuai dengan ketentuan Qanun Nomor 4 Tahun 2009.
Persoalannya adalah tidak terpenuhi syarat minimal pendidikan ketidhik,
terpenuhinya syarat minimal domisili, dan tidak terpenuhi syarat mimrasa
jabatan. Kondisi ini menyebabkan prosedur dan cara pemilihan kepada desa
menjadi cacat hukum, dan kepala desa yang terpilih tidak sah secara hukum.
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TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari baAash
ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya
dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata
Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987+ Nomor: 0543 b/u/1987. AdapuRedoman
Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalataisebag
berikut:

1. Konsonan
No. | Arab Latin Ket No. | Arab | Latin Ket
. t dengan
1 . ) 12k ay, A : titik di
dilambangkan
bawahnya
z dengan
2 . B U A C titik di
bawahnya
3 . T u E M
s dengan
4 ™ titik di G i gh
atasnya
5 . J au N f
h dengan
6 i ’ titik di au O q
bawahnya
7 ¥ kh adl U k

(o]
)
o
c

9 « ) z dengan

=)
<
3
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titik di

atasnya
10 - R ap a n
11| ayl i W
12 + S a é H
13 M sy a | 1

s dengan
14| 1 u titik di a i Y

bawahnya

d dengan
15| % titik di

bawahnya
2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri
dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda

atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin
0 Fat ‘ah A
0 Kasrah I
0 Dammah U

b. Vokal Rangkap
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:



Tanda dan Nama Gabungan
Huruf Huruf
A 06 Fat ‘ahdan ya Ai
i 0o Fat ‘ahdan wau | Au
Contoh:
O 64¥kaifa,

Yié =haula

3. Maddah
Maddahatau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Nama Huruf dan tanda

Huruf

Y «0 Fat ‘ah danalif atau ya -

0 Kasrahdan ya

ot

i® Dammahdan wau E

Contoh:
6Y=ZTo% O D
0089UDP—
0P 36 D
oY gi\@aol O X
4. Ta Marbutah (9
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.
a. Tamarbutah( } hidup
Ta marbutah ( J yang hidup atau mendapat harKat ah, kasrah dan

dammabhtransliterasinya adalah t.



b. Tamarbutah( J mati
Ta marbutah( j yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya
adalah h.
c. Kalau pada suatu kata yang akhir hurufmtarbutah(  diikuti oleh kata
yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah
maka tamarbutah( } itu ditransliterasikan dengan h.
Contoh:
oY 7 60og Aoidrzheal-a-l — O .atullaX — O
2" 0- [0 b@eHaahto-0aGy R@IDVKInawwarah/
a-0DG QDWXO 0XQDzzDUDK
2" 6o gadAah
Modifikasi
1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tamgaetrasi,
seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai
kaidah penerjemahan. Contolamad lbn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti

Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
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BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa atau gampong merupakan wilayah pemerintahan terkecil di bawah
wilayah hukum kecamatan. Secara definitif, gampatahkesatuan masyarakat
hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang d#akui
dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indbnesia
Dengan demikian, gampong memiliki hak yang diberi oleh negara berdasarkan
hukum dapat mengatur kehidupan masyarakat, membuat kebijakan sesuai
dengan sistem pemerintahan Indonesia, di samping mengatur kepentingan
masyarakat berdasarkan adat tradisi tertentu yang diakui oleh negara.

Sebagai kesatuan masyarakat dan memiliki wilayah hukum, gampong
memiliki tugas dan wewenang tersendiri yang bersifat khusus, pradtsenbu-
han langsung dengan masyarakat bawah. Kewenangan tersebut merupakan
bagian dari asas desentralisasi, yaitu pengakuan atau penyerahan ngewena
oleh badan publik yang lebih tinggi kepada badan publik yang lebih rendah
kedudukan berdasarkan kepentingan sendiri dalam mengambil keputusan di
bidang pengaturan dan di bidang pemerintZhidntuk itu, gampong memiliki
hubungan yang sangat erat dengan wilayah hukum yang berada lebih tinggi dan
luas, seperti kecamatan, kabupaten/kota, hingga provinsi.

Dalam mengambil keputusan di bidang pemerintahan, gampong tentu
memiliki perangkat yang mengelolanya, yaitu kepala gampong, gesedput

dengan Keuchik. Dalam konteks sistem pemerintah dan tata negara iagdones

'Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indondisienor 6 Tahun 2014entang
Desa.

ZJimly Asshiddigie, Pengantar lImu Hukum Tata Negar€et. 9, (Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2017), him. 294.



kepemimpinan tertinggi seperti presiden hingiggendah kepala gampong
diangkat berdasarkan sistem demokarasi melalui pemilihan. Kepalpoggm
yang dipilih biasanya seseorang yang memiliki kualitas, nigrpéngetahuan
dan tingkat pendidikan, pengalaman, memiliki karakter dan hubungan sosial
masyarakat yang bagus, di samping juga sebagai pihak yang seioegakan
dalam masyarak&tKriteria tersebut merupakan tuntutan yang harus dipenuhi.
Sebab keuchik di sini memiliki kedudukan strategis, bersentuhan langsung
dengan masyarakat bawah sehingga kriteria tadi idealnya harus dipenuhi.
Ketentuan pemilihan tersebut dengan syarat seseorang yang layak da
patut menjadi kepala gampong telah diatur dalam banyak regulasi, daik d
bentuk undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang
Desa, juga dalam bentuk peraturan terendah seperti peraturan ), (di
Aceh disebut dengan ganun, Istilah ganun berarti peraturan yang dibiniat ole
pihak yang berkuasa yang diperuntukkan untuk masyarakat, atau untuk menata
yang betul segala sesuatu dalam kehidupan masyarakésh satu ganun Aceh
yang mengatur cara pemilihan dan syarat-syarat kepala gamponiy Qaalan
Aceh Nomor 4 tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian
Keuchik di Aceh. Materi pasal yang disoroti di sini adalah kat&kepala
gampong/keudk yang layak dan patut sesuai dengan ketentuan hukum ganun.
Pasal 2 ganun tersebut menyatakan masa jabatan keuchik yaitu 6 tahun dan
dibolehkan lagi untuk mencalonkan diri hanya satu kali masa jabatan
berikutnya:

Ayat (1): Keuchik mempunyai masa jabatan 6 (enam) tahun terhitung
sejak tanggal pelantikan. Ayg): Dalam hal masa jabatan keuchik telah
berakhir, maka yang bersangkutan dapat mencalonkan kembali hanya
untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

3Susanne Schroter, et.alceh: History, Politic, and Culture(Singapore: ISEAS-
Institute of Southeast Asian Studies, 2010), him. 90.

“Abdul Manan, Pembaruan Hukum Islam di Indonesidakarta: Kencana Prenada
Media Group, 2017), him. 34.



Ketentuan di atas menyebutkan keuchik/kepala gampong yang telah

terpilih hanya boleh menjabat kembali dalam dua periode. Ini menunjukkan

seseorang memiliki peluang untuk berpartisipasi dalam membangun gampon

dan masyarakat dalam dua kali masa jabatan. Ketentuan tersaiutergkat

dan menjadi ideal hukum yang dicita-citakan oleh nilai hukum dihAce

Sementara itu, ganun tersebut di atas juga mengatur kriteria da lsgkal

calon

keuchik ditetapkan pada Bab VI Pencalonan, Bagian Kesatange

Persyaratan Bakal Calon Keuchik W H SEa¥dIQ8Dlisebutkan bahwa bakal
calon keuchik harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a.
b.

Warga Negara Republik Indonesia;
Bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan taat menjalankan syariat
agamanya,;

c. Mampu membaca AU XUTDQ EDJL \DQJ EHUDJDPD ,VOD
d.

Taat, tunduk dan patuh pada Hukum Islam, Undang-Undang Dasar 1945,
negara dan Pemerintah Republik Indonesia;

. Berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)

atau yang sederajat dibuktikan dengan STTB;

Berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada waktu penutupan
pendaftaran bakal calon;

Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan
dokter Pemerintah;

. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatan dan tidak terlibat narkoba;

Berakhlak mulia, jujur, amanah dan adil;

Tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatgn yan
diancam dengan hukuman penjara paling singkat 5 tahun berdasarkan
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,
kecuali tindak pidana makar atau polittk yang telah mendapat
amnesti/rehabilitasi;

. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang

mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
Tidak pernah melakukan perbuatan tercela, berzina, berjudi, minum
khamar dan berkhalwat;

.Memahami adat istiadat setempat;
. bagi pegawai negeri sipil, pegawai BUMN, BUMD dan karyawan

berbadan hukum harus melampirkan surat izin dari pejabat yang
berwenang;

. Bagi perangkat gampong yang akan mencalonkan diri menjadi keuchik

maka harus terlebih dahulu non aktif;



p. Terdaftar sebagai warga gampong dan bertempat tinggal di gampong
yang bersangkutan paling singkat 3 (tiga) tahun terakhir dengan tidak
terputus-putus dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk yang
berlaku;

g. Memaparkan rencana program kerja dihadapan masyarakat secara
terbuka;

r. Bersedia bertempat tinggal di gampong yang bersangkutan setelah
terpilih menjadi keuchik; dan

s. Bersedia untuk tidak menduduki jabatan politik setelah terpilih menjadi
keuchik.

Berdasarkan poin-poin di atas, kriteria dan syarat kepala gampong sesuai
dengan wilayah hukum Aceh yangotabene sebagai wilayah otonom
berwenang menerapkan syariat Islam. Untuk itu, butir-butir yang ditetapkan
sejalan dengan nilai-nilai Islam. Namun demikian, persoalan sianyang
hendak dianalisa dalam konteks penelitian ini adalah sejauhmana syaeat-
yang ditetapkan dalam ganun diserap dan diaplikasikan dalam kehidupan
masyarakat, khususnya di Kecamatan Trumon Kabupaten Aceh Seldiah, Se
kenyataan yang ideal seperti tersebut dalam pasal di atasrwemndedak
diberlakukan secara efektif dalam masyarakat Trumon. Masih adauk@am
calon kepala gampong yang mencalonkan diri untuk yang ketiga kalinyaahingg
menjabat tiga kali masa jabatan. Hal ini tentu bertentangan d@agah2 Ayat
2 seperti telah disinggung di muka. Selain itu, ditemukan juga kepalpang
yang terpilih adalah sosok yang kurang mapan dari sisi pengetahuan dan
pengalaman, tidak memenuhi syarat tingkat pendidikan dan lain-&ain &u,
ada juga keuchik yang terpilih tidak berdomisili di gampong tersebutinHal
bertentangan dengan ketentuan poin syarat calon keuchik tersebut di atas.

Terhadap masalah tersebut, patut di duga bahwa masyarakat Kecamatan
Trumon secara sadar tidak mengetahui ketentuan Qanun Aceh tentang pemilihan
keuchik di Aceh, atau boleh jadi ketentuan ganun tersebut belunaldiket
secara menyeluruh oleh masyarakat, dan dugaan ini belum tentu kebenarannya
Atas dasar itu, perlu ada kajian yang mendalam terkait fakta sossyfarakat

tersebut dan ini merupakan satu isu yang menarik untuk dikaji lefpit. [@heh



sebab itu, peneliti tertarik untuk meneliti masalah tersebut denghui:
Pemilihan Kepala Desa Menurut Qanun Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh: Suatu

Penelitian di Kecamatan Trumon Kab. Aceh Selatan

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka ditemukan beberapa
soal penting dan dapat disarikan dalam rumusan sebagai berikut:
1. Bagaimana cara pemilihan dan bentuk pengawasan penitia pemilihan
keuchik di Kecamatan Trumon?
2. Bagaimanakah pemilihan kepada desa di Kecamatan Trumon dilihat

menurut Qanun Nomor 4 Tahun 2009?

C. Tujuan Penelitian
Mengacu pada rumusan masalah sebelumnya, maka penelitian ini dikaji
dengan tujuan sebagai berikut:
1. Untuk mengetahuicaa pemilihan dan bentuk pengawasan penitia
pemilihan keuchik di Kecamatan Trumon.
2. Untuk mengetahui pemilihan kepada desa di Kecamatan Trumon dilihat

menurut Qanun Nomor 4 Tahun 2009.

D. Penjelasan lIstilah

Penelitian ini mempunyai beberapa istilah yang penting untuk
dikemukakan. Hal ini dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk menghindari
kekeliruan dan kesalahan dalam memahami istilah yang dimaksud. &flinim
terdapat dua istilah penting untuk dijelaskan dalam sub bahasan ini, yaitu
Pemilihan Kepala Desa G D Q L §aun©O DOKD ¥rha3idg dapat diuaraikan
dalam poin-poin berikut:



1. Pemilihan Kepala Desa

, VW LRerbilkad Kepala Desa WHUV XV X Q Gy/aitu periibaiD) N D W
kepala dan desa. Hanya saja, istilah kepala desa bentuk frasanganitiki
makna tersendiri, sehingga frasa ini ditulis dalam istilah terserndasing-
masing urainnya sebagai berikut:

a. Pemilihan

. Pemilihan diambil dari kata pilih, artinya seleksi, menentukan,

atau menetapkan dan menjatuhkan (pilifadidi, istilah pemilihanid

sini berarti proses menentukan dan memilih sesuatu. Dalam tulisan ini

pemilihan dimaksud proses menentukan dan memilih kepala desa di

Kecamatan Trumon Kab. Aceh Selatan.

b. Kepala desa

Kata kepala berarti ketua, orang yang mempunyai kedudukan

dalam suatu masyarakat atau satu wilayah hukum tertentu, orang yang

mengatur, orang yang memiliki kewenangan secara hikéAadapun

kata desa memiliki beberapa pengertian, di antaranya sebagai

sekelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan, kampung,

atau dusun. Desa juga berarti udik atau dusunaifdarti daerah

pedalaman sebagai lawan kota), atau desa disebut sebagai tangisgt,

atau daerah.Biasanya kata kepala dan desa dibentuk dalam satu frasa

EDUX 3NHSDOD GHVD  GL $FHK GLVHBEXW GHC

lembaga eksekutif di tingkat de%a.

Berdasarkan makna ketiga kata tersebut, maka dapat dipahami bahwa
istilah pemilihan kepala desa bermakna memilih atau menentukaoraag
yang layak untuk menjadi kepala dalam satu wilayah hukum desa t&&tam

°Tim Redaksi,Kamus Bahasa IndonesigJakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008),
him. 1045.

8lbid., him. 690.
"Ibid., him. 345.
8Susanne Schroter, et.a\¢eh.., him. 91.



penelitian ini, pemilihan kepala desa dimaksudkan sebagai pemilihan dan
penentuan kepala desa (keuchik) di Kecamatan Trumon Kabupaten Aceh
Selatan.
2. Qanun Nomor 4 Tahun 2009
,VWLODK TDQXQ SDGD DVDOQ\B $G&nfiRjga® GD UL

DWDX SXUDO @8 DGR DVDO SRNRN SDQJNDC

undang-undang, atau hukdnAda juga yang menyebutkan kata ganun asalnya
diambil dari bahasa Yunani yang masuk menjadi bahasa Arab migdddasa

36 XU\DQL" \DQJ EHUD U Wemudiarodalsvn SkenihbdngadhXébih
lanjut diartikan sebagakaidah”'® Dalam makna yang lebih luas, ganun adalah
peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang ata
pemerintah dalam satu negara yang tidak bertentangan dengan ketentua
ketentuan agamd. Dalam makna lain, ganun yaitu sebagai peraturan daerah
yang otonom di tingkat provinsi atau kabupaten/ kota.

Berdasarkan definisi di atas, dapat disarikan kembali bahwa ganun
merupakan istilah yang digunakan untuk menamakan satu bentuk peraturan
yang dibuat oleh pihak atau lembaga yang berwenang. Dalam konteks ini, ganun
sering diidentikkan dengan peraturan daerah atau perda. Oleh sebaldtet) di
secara khusus peraturan daerah disebut dengan ganun. Qanun dalam kajian ini
adalah peraturan tentang tata cara pemilihan dan pemberhentidnkkduc
Aceh.

Maksud ‘ganun dalam tulisan ini adalah Qanun Nomor 4 Tahun 2009

tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh. Qanun

°Achmad. W Munawwir dan Muhammad FairuXamus al-Munawwir (Surabaya:
Pustaka Progressif, 2007), him. 1165.

°Abdul Manan,Pembaruan., him. 34.

“Huzaemah Tahido Yanggo, dkkiembendung Liberalisme(Jakarta: Republika,
2006), him. 63.

2Bungaran Antonius SimanjuntalQtonomi Daerah, Etnonasionalisme, dan Masa

Depan Indonesia: Berapa Persen Lagi Tanah dan Air Nusantara Milik Rakjakarta:
Yayasab Pustaka Obor Indonesia, 2010), him. 131.



tersebut khusus mengatur prosedur dan cara pemilihan berikut dengan syarat-
syarat kepala desa.
3. Kecamatan Trumon Kabupaten Aceh Selatan
Kecamatan Trumon merupakan salah satu dari 18 (delapan belas)
kecamatan di Kabupaten Aceh Selat&ecamatan Trumon menjadi lokasi
penelitian ini. Secara khusus, uraian profil Kecamatan Trumon Kabupaten Aceh
Selatan akan diuraikan pada bab tiga penelitian.

E. Kajian Pustaka

Kajian penelitian terdahulu tentang pemilihan kepala desa terbilang
cukup banyak, dilakukan dengan berbagai perspektif dan sudut pandang yang
berbeda-beda, baik dalam kajian studi pustaka, studi undang-undang, maupun
studi lapangan atau kasus. Namun demikian, fokus yang penulis ambil dengan
pusat perhatian analisis mengacu pada pemilihan kepala desa menurut Qanun
Nomor 4 Tahun 2009 dalam konteks penelitian di Kecamatan Trumon Kab.
Aceh Selatan, merupakan satu isu dan persoalan belum pernah Biggtiang
ditemukan beberapa penelitian yang relevan di antaranya:

Skripsi yang ditulis oleh Yusrizal, mahasiswa Program Studi I[Imu
Administrasi Negara, Fakultas llmu Sosial dan llmu Politik Ursitas Teuku
Umar Meulaboh, Aceh Baraty/ D K X Q G H Q Amal@isNPxnerxpan 3
Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan
Pemberhentian Keuchik di Gampong Pasi Timon Kecamatan Teunom
Kabupaten Aceh Jayd Hasil penelitiannya yaitu pemilihan keuchik di
Gampong Pasi Timon tidak sepenuhnya menerapkan Qanun Aceh Nomor 4
Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Keuchik, karena

pemilihan keuchik di Gampong Pasi Timon ditunjuk oleh Bupati, hanya terdapat

Byusrizal, Analisis Penerapan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara
Pamilihan dan Pemberhentian Keuchik di Gampong Pasi Timon Kecamatan Teunom Kabupaten
Aceh Jayamahasiswa Program Studi Iimu Administrasi Neg&akultas llmu Sosial dan limu
Politik Universitas Teuku Umar Meulaboh, Aceh Batahun 2014.



dua pasal yang diterapkan di dalam ganun tersebut yaitu pasal 13 dab5pasa
tentang penjelasan Persyaratan Bakal Calon Keuchik. Kemudian tata cara
pemberhentian keuchik juga tidak dilaksanakan sebagaimana yangkdireti
dalam Qanun Aceh nomor 4 tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan Dan
Pemberhentian Keuchik, karena berdasarkan keterangan yang diperoleh bahwa
masa jabatan keuchik di Gampong Pasti Timon adalah 3 (tiga) tahun. Sedangkan
di dalam Qanun Aceh nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan
Pemberhentian Keuchik masalah jabatan keuchik adalah 6 tahun. Mdaa jaba
keuchik selama 3 tahun adalah kesepatakan para tuha peut atas Bughti
yang memberikan giliran kepada masing-masing calon keuchikadipGng
Pasi Timon, karena untuk menciptakan keadilan di suatu gampong.

Skripsi Ramadani, mahasiswi Program Studi Kepemerintahan Fakultas
[Imu Sosial dan Iimu Politik Universitas Medan Area, tahun 2017 dejugiat
%Analisis Pemilihan Kepala Desa Serentak Terhadap Demokrasi Lokal di Desa
Tanjung Kabupaten Aceh Tamian&tudi Kasus di Kantor Kepala Desa
Tanjung Kabupaten Aceh Tamiafi§ Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa
pemilihan kepala desa di dukung oleh penduduk desa Tanjung dan atas kerja
samanya dengan panitia penyelenggara pemilihan kepala desa. Untaklimen;
calon kepala desa harusemenmhi syarat-syarat yang telah ditetapkan supaya
kinerja kepala desa bisa lebih maksimal dan lebih mengetahui -aturamnya.
tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis
analisis dalam pemilihan kepala desa. kesimpulan dari peneénatisis
kebijakan pemilihan kepala desa terhadap demokrasi lokal yaitu untuk
menentukan arah dan tujuan kedepan yang diinginkan oleh masyarakat masing-
masing, karena masyarakat menginginkan pemimpin yang adil jujur dan

bertanggung jawab dalam memimpin kedepannya. dalam pemiliham lobgsa

“RamadaniAnalisis Pemilihan Kepala Desa Serentak Terhadap Demokrasi Lokal di
Desa Tanjung Kabupaten Aceh Tamiargtudi Kasus di Kantor Kepala Desa Tanjung
Kabupaten Aceh Tamiangiahasiswi Program Studi Kepemerintahan Fakultas [Imu ISiesia
IImu Politik Universitas Medan Area, tahun 2017.
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juga dibutuhkan perencanaan, pelaksanaan,dan kekompakan dalam memilih
tersebut.

Skripsi Shella Namira Wardia, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas
6\LDK .XDOD G HFembeeMathGAr® Ketichik Dan Pengangkatan
Kembali Di Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh BéSarhasil
penelitiannya menunjukkan bahwa faktor pemberhentian para Keuchik di
Kecamatan Darul Imarah tidak sesuai dengan aturan yang ditetejsldam
Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Tata Cara
Pemilihan Dan Pemberhentian Keuchik di Aceh hal ini dikarenakan Surat
Keputusan ~ Bupati Aceh Besar Nomor 141/21/K/PD/2016 Tentang
Pemberhentian Keuchik dan Pengangkatan Penjabat Keuchik di wilayah
Kecamatan Darul Imarah dikeluarkan hanya berdasarkan Kepada Surat
Permohana Para Keuchik agar Wilayah Kecamatan Darul Imaraht dapa
Bergabung Ke Kota Banda Aceh. Faktor Pengangkatan Kembali ParhilKeuc
yaitu Peraturan Bupati serta keputusan Bupati, jadi para Keuchik diangkat
kembali berdasarkan keputusan dan hak Bupati.

Skripsi Ira Yuleni, mahasiswi Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakuitas |
Sosial Dan Politik Universitas Lampung, tahun GHQJD Q BMalugsK O 3
Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Periode 2015-2®0di Kasus Desa
Papan Rejo Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utrkasil
penelitiannya menunjukkan bahwa pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di
Papan Rejo Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara Pada Tahun
2015 masih terdapat pelanggaran yang berupa kepemilikan kartu tanda
penduduk ganda dari kepala desa terpilih, ini merupakan tidak tegasnya dari
panitia. Mestinya Pemilihan Kepala Desa yang demikian harusatkaat

15Shella Namira Wardig?emberhentian Para Keuchik Dan Pengangkatan Kembali Di
Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besaahasiswi Fakultas Hukum Universitas Syiah
Kuala.

ra Yuleni, Evaluasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Periode 2015-2020: Studi
Kasus Desa Papan Rejo Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung btahasiswi
Jurusan limu Pemerintahan Fakultas Iimu Sosial Danilblitiversitas Lampung, tahun 2016.
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karena bertentangan dengan aturan yang ada. Ketidak tegasan daidaaniti
pengawas menunjukkan bahwa Pemilihan Kepala Desa tersebut tiddktbersi
demokrasi dan tidak sesuai prosedur. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 Tentang Desa bahwa Pemilihan Kepala Desa bersifauhgngs
Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil belum sepenuhnya telaksana.
Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 maka
Kartu Tanda Penduduk Ganda dari Kepala Desa Terpilih dianggap pelanggaran.
Tidak demokratis dilihat dari prinsip-prinsip demokrasi dan kode etik
penyelenggaraan dan pengawas pemilu karna bersifat tidak transparam Prins
kode etik dari panitia dan penyelenggara belum sepenuhnya telaksayzn de
prinsip yang tidak transparan dan frofesional.

Skripsi yang ditulis M. Ait Alasad, mahasiswa Fakultas llmu &adhn
,OPX 3ROLWLN 8QLYHUVLWD YV RdateB Remia®Keuckhikd Q J D ¢
Di Kabupaten 2009 Aceh Jaya: Suatu Penelitian di Kecamatan Teuriom
Hasil penelitian menunjukkan pemilihan keuchik di Kec. Teunom dilakukan
secara rutin dan keuchik dipilih oleh masyarakat yang terdafegai pemilih
langsung, masyarakat memilih pemimpin mereka yang dianggap mampu
membawa aspirasi masyarakat dalam membangun gampongnya kejajan yan
lebih baik, namun dalam pemilihan itu terdapat beberapa hambatan-aambat
yang terjadi dalam proses pemilihan keuchik di Kecamatan Teunoiputiel
kurangnya pemahaman masyarakat, keterbatasan pendidikan masyarakat,
minimnya informasi, keterlambatan pembentukan penitia dan tidak adanya calon
keuchik, jadi dalam pemillihan keuchik di Kecamatan Teunom belum
sepenuhnya menjalankan asas-asas demokrasi dengan baik. Disarankan kepada
panitia pemilihan keuchik supaya lebih bertanggung jawab terhadap wewenang
yang diberikan untuk menyelesaikan permasalahan dan kepada masyarakat
supaya menyadari bahwa pemimpin di dalam gampong itu penting, karena

M. Ait Alasad, Proses Pemilihan Keuchik Di Kabupaten 2009 Aceh Jaya: Suatu
Penelitian di Kecamatan Teunpmahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan limu Politik Univessita
Syiah Kuala.
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dalam jangka lima tahun kedapan masyarakat akan membawa gampong kearah
kehancuran jika masyarakat tidak teliti terhadap pilihannya.

Skripsi yang ditulis oleh M Nahyan Zulfikar, Mahasiswa Fakultas
Hukum Universitas Syiah Kuala, pada tahun 2@GH Q JD Q Héweaatgan 3
Bupati dalam 2017 Pemberhentian Keuchik: Studi di Keucamatan Seunagan
Kabupaten NDJD Q 5 Ef\ata yang diperoleh dalam penulisan skripsi ini
dilakukan dengan penelitian lapangan dan kepustakaan. Penelitian kapnsta
dilakukan untuk mendapatkan data sekunder: buku-buku, doktrin, jurnal hukum,
dan peraturan perundang-undangan, sedangkan penelitian lapangan untuk
mendapatkan data primer: melalui wawancara dengan responden maupun
informan. Hasil penelitian lapangan diketahui bahwa Bupati tidak bengena
untuk memberhentikan keuchik tanpa ada alasan yang jelas seperti adanya
penetapan sebagai tersangka terlebih dahulu oleh pengadilan atas usul tuha
peuet sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perun-dang-
undangan. Alasan Bupati memberhentikan Keuchik di Kecamatan Seunagan
bertentangan dengan hukum karena argumentasi/alasan hukum yang digunakan
tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bahwa indikasi
penyalahgunaan dana gampong tidak termasuk syarat dari pada pemberhentian
sementara keuchik. Disarankan Kepada Bupati Nagan Raya dalam
mengeluarkan Surat Keputusan Bupati terkait dengan Pemberhentian Keuchik
harus menjelaskan pertimbangan hukum pemberhentian keuchik tersebut dan
disarankan juga kepada Bupati dalam hal mengambil keputusa
memberhentikan keuchik agar menung-gu hasil musyawarah atau usulan dari
tuha peuet gampong.

Tesis Moch Zaenuri, mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum
Program Pascasarjana Universitas Muria Kudus, tahun 2014 dengan judul:
Pemilihan Kepala Desa Yang Bersin Dan Bermartabat dalam Rangka

3\ Nahyan Zulfikar,Kewenangan Bupati dalam 2017 Pemberhentian Keuchik: Studi
di Keucamatan Seunagan Kabupaten Nagan Rayahasiswa Fakultas Hukum Universitas
Syiah Kuala, pada tahun 2017.
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Penguatan Pemerintahan Desa: Kajian Tentang Pencegahan dan Penyelesaian
Praktik Uang Dalam Pilkades di Kecamatan Jekiufd Hasil penelitiannya
menunjukkan bahwa dengan adanya kebijakan Camat Jekulo dalam pengaturan
pemilihan kepala desa berpengaruh positif terhadap pelaksanaan pemiliha
kepala desa yakni tidak adanya pemilihan kepala desa yang diulang di
Kecamatan Jekulo. Dapat diketahui pula bahwa ada beberapa faktor yang
mempengaruhi terpilihnya kepala desa, antara lain: faktor figur, visi dan mis
calon kepala desa, program kerja calon kepala desa, serta prakiel politic.
Faktor utama yang menentukan terpilihnya kepala desa adalah adangk prakt
money politic.Kebijakan Camat Jekulo tentang pengaturan pemilihan kepala
desa telah sesuai dengan aspirasi dan nilai-nilai yang berkembang di

masyarakat.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian sangat diperlukan dalam suatu penelitian untuk
menentukan arah suatu penelitian. Metode adalah cara dalampsuatitian,
sedangkan penelitian yaitu pemikiran yang sistematis mengenapaejeais
masalah yang pemecahannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-
fakta®® Jadi metode penelitian adalah metode atau cara-cara detakukan
satu bentuk penelitian dan aktifitas penelitian. Beberapa poin pantng
dalam metode penelitian yaitu jenis penelitian, teknik pengumpulan daden
analisis data yang akan dijelaskan berikut ini:

1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangaeld research dengan

basis yuridis-sosiologis yakni mengurai pembahasan penelitian berdasarkan

Moch ZaenuPemilihan Kepala Desa Yang Bersih Dan Bermartabat dalam Rangka
Penguatan Pemerintahan Desa: Kajian Tentang Pencegahan dan Penyelesaian Praktik Uang
Dalam Pilkades di Kecamatan Jekulomahasiswa Program Magister llmu Hukum Program
Pascasarjana Universitas Muria Kudus, tahun 2014.

2Beni Ahmad SaebaniMetode Penelitian Hukum(Bandung: Pustaka Setia, 2009),
him. 13.
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narasi ilmiah terkait dengan objek kajian dan fakta yang terdagpiamd
masyarajat. Penelitian lapadangan dimaksudkan vyaitu meneliti koerila
masyarakat berkaitan dengan pemilihan kepala desa dan tinjauannyaperhada
Qanun Nomor 4 tahun 2009.

2. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi ke dalam dua

kategori, yaitu:

a. Data primer, yaitu sumber data utama yag dapat dijadikan jawaban
terhadap masalah penelitian. Data primer yang dimaksudkan adalah
observasi, wawancara dan sumber lainnya yang relevan dengan
penelitian ini. Kemudian, data primer ini juga merujuk pada Undang-
Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, dan juga Qanun Aceh
Nomor 4 tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian
Keuchik di Aceh.

b. Data sekunder, yaitu buku-buku yang secara langsung membahas
tema pemilihan kepala desa, prosedur dan syarat-syarat kepemim-
pinan desa.

3. Teknik Pengumpulan Data
Data-data penelitian ini secara keseluruhan merujuk pada sumber
lapangan dan kepustakaan yang terdiri dari observasi dan wawancarag-Masi
masing dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah dasar semua ilmu
pengetahuan. Melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku dan
makna dari perilaku tersebftlt.Kaitan dengan penelitian ini, peneliti
melakukan observasi dengan cara mengamati secara langsung terkait apa
saja isu terkait pemilihan kepala desa, mencatat bebenaparieyang

menjadi fakta di lapangan. Langkah observasi ini dilakukan agar data

21Beni Ahmad Saebaniletode.., him. 64.
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dan gambaran awal penelitan menjadi tambahan data dari hasil
wawancara.
b. Wawancara.

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan
penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara
pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai dengan
atau tanpa menggunakan pedomaguide wawancar&’ Menurut
Esterberg, seperti dikutip oleh Sugiyono, wawancara adalah pertemuan
dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab,
sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik teffelzdi,
wawancara di sini diartikan sebagai penggalian informasi meaiya
jawab antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai.

Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah
wawancara %ak Dberstruktur. Pemilihan model wawancara ini
menimbang mudah untuk dilakukan, tidak kaku, proses wawancara
berjalan secara alami dan biasa, dan tidak tergantung pada petunjuk
wawancara terstruktur. Dalam penelitian ini, peneliti mendapat
penjelasan tentang pemilihan kepala desa di Kecamatan Trumon
Kebupaten Aceh Selatan. Adapun responden yang diwawancara yaitu:

1) Amri, Tuha PeutDesa Ujong Tanoh, Kecamatan Trumon, Aceh

Sdatan

2) Bustam, Tuha Peut Desa Panton Bili, Kecamatan Trumon,

Kabupaten Aceh@&atan

3) Muslim, Tuha PeutDesa Sigleh, Kecamatan Trumon, Kabupaten
Aceh Slatan

22M. Burhan Bungin,Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik,
dan llmu Sosial LainnyaCet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), him. 108.

2sugiyono,Memahami Penelitian..him. 72.
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4) Nasri, Keuchik Desa Sigleh, Kecamatan Trumon, Kabupaten
Aceh Selatan.
5) Rahman, Pemuda Desa Keude Trumon, Kecamatan Trumon,
Kabupaten Aceh $&tan
6) Zahabi, Keuchik Desa Kuta Baro, Kecamatan Trumon,
Kabupaten Aceh&atan
Alasan pemilihah responden tersebut menimbang data yang
relevan dengan fokus penelitian dapat diperoleh secara langsungi Di si
lain, data mengenai jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajuka
dalam penelitian ini, khususnya mengenai pemilihan kepala desa dapat
diperoleh secara langsung. Sementara itu, dapat pendukung diperoleh
dari literasi kepustakaan.

Kemudian dalam batasan-batasan tertentu penelitian ini juga merujuk
pada data kepustakaan berupa buku-buku yang bersentuhan langsung dengan
fokus penelitian. Sesuai dengan pendapat Bebghwa teknik pengumpulan
data dalam penelitian hukum dengan studi pustaka dapat digunakan dengan
metode survey bookatau library research dengan langkah-langkan sebagai
berikut:

a. Menginventarisasi data berupa buku-buku karya ilmuan dan para
pakar ketatanegaraan, pemilihan kepala desa yang membahas tema
desa dalam sistem pemerintahan.

b. Membaca semua buku yang dimaksudkan dan menguraikannya
kembali dalam penelitian ini.

4. Analisis Data

Data-data yang telah dikumpulkan dari ketiga sumber tersebut di atas,
kemudian dilakukan analisis dengan canaalisis-normatif yaitu satu cara
analisis dengan menitikberatkan pada kajian norma hukum yang terdagwat dal

Qanun Nomor 4 tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian

24Beni Ahmad Saebaniletode.., him. 158.
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Keuchik di Aceh. Intinya, data yang telah dikumpulkan akan diurai berdasarka
narasi ilmiah, kemudian fakta yang terdapat dilapangan dikaji berdasedkan

teori hukum yang relevan.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini secara keseluruhan disusun atas empat bab, yaitu
pendahuluan, landasan teori, pembahasan dan hasil penelitian, serta penutup.
Masing-masing bab akan diurai beberapa sub bahasan yang dipandang relevan
dengan fokus penelitian. Masing-masing penjelasan sub bab tersebut dapat
diurai di bawah ini:

Bab satu, merupakan bab pendahuluan membicaraan beberapa poin
penting disesuaikan dengan panduan penulisan, termasuk uraian tentang
mengapa penelitian ini diangkat. Secara sistematis, poin-poin yarajkdn
dalam bab satu meliputi latar belakang masalah, rumusan masgian tu
penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penetiaanterkahir
tentang sistematika pembahasan.

Bab dua, merupakan bab dengan uraian teoritis tentang pemerintahan
desa dan kepemimpinan desa . Bab ini disusun dengan beberapa sub bahasan, di
antaranya pengertian desa dan kepala desa, unsur-unsur perangkat desa, tujua
kepemimpinan desa, kriteria kepalasdeli Aceh, dan pemilihan kepala desa
berdasarkan Qanun Aceh Nomor 4 tahun 2009.

Bab tiga, merupakan bab inti dan pembahasan, dalam bab inilah fokus
masalah yang diangkat secamcerndianalisa mengenai pemilihan kepala desa
di Kecamatan Trumon Kab. Aceh selatan dilihat dari ketentuanur@Q#aceh
Nomor 4 tahun 2009. Bab ini juga dikemukakan dalam beberapa sub bab, di
antaranya gambaran umum lokasi penelitian, tata cara pemilihan dan bentuk
pengawasan penitia pemilihan kepala desa di Kecamatan Trumon déhgrem

kepada desa di Kecamatan Trumon dilihat dari Qanun Nomor 4 tahun 2009.



18

Bab empat, merupakan bab penutup, merupakan hasil ini dari analisa
yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya. Bab ini disusun dengan dua
poin yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dimaksud yaitu beberapa
poin penting terkait jawaban singkat atas temuan penelitian, khususnya mengacu
pada pertanyaan yang telah diajukan sebelumya. Adapun sarat dikemukakan
dalam kaitan dengan masukan-masukan yang diharapkan dari berbagai pihak
terkait, baik secara khusus dalam kritik dan saran tentang teknik dan isi
penelitian, maupun dalam hubungannya dengan pemilihan kepada desa yang
penulis harapkan dan ini tentunya dikondisikan dengan temuan penelitian yang

ada.



BAB DUA
PEMERINTAHAN DESA DAN
KEPEMIMPINAN DESA

A. Pengertian Desa dan Kepala Desa

Kata desa secara etimologi berasal dari bahasa sanskerta, thegdrti
air, tanah asal atau tanah kelahiran. Dalam perspektif geografss, atims
village (Inggris) yangGLD UW L N D @ gvodE &f .hDuses 3or shops in a
country area, smaller than and tovwth Dalam Kamus Bahasa Indonesisata
desa memiliki tiga arti, (1) sekelompok rumah di luar kota yangupadan
kesatuan, kampung, dusun, (2) udik atau dusurarfdalti daerah pedalaman
sebagai lawan kota), (Jempat, tanah, atau daerah. Kata desa kemudian
membentuk istilah baru seperti pedesaan atau daerah desa-éssajuBa
disebut kampung, artinya kelompok rumalhny merupakan bagian kota
(biasanya keadaannya kurang bagus) terbelakang (belum mo&emaasarkan
makna tersebut, desa dapat diartikan sebagai wilayah terkecil diremi ol
masyarakat desa yang sederhana dan tidak kompleks seperti masyatakat des
Masyarakat desa sendiri berarti strata bangsa yang paling Baivah.
menunjukkan perbedaan dari segi status sosial dan keadaan masyarakatnya.

Menurut Mahfud MD dalam bukéProsiding Kongres Pancasila 1V:
Srategi Pelembagaan  Nilai-Nilai =~ Pancasila dalam  Menegakkan
Konstitusionalitas Indonesjadesa yaitu kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus

kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asul usul dan dizt ist

'Rendy Adi Wilaga, dkkSistem Pemerintahan Indonesigrogyakarta: Budi Utama,
2018), him. 168.

Tim Redaksi,Kamus Bahasa IndonesigJakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008),
him. 345 dan 628.

3Jusuf A. FeisalReorientasi Pendidikan Islan{Jakarta: Gema Insani Press, 1995),
him. 195.
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setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahanraNega
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Mengutip pendapat Bintarto, Mahfud
MD juga menjelaskan desa sebagai perwujudan atau kesatuan geegsaiis,
ekonomi, politik, dan cultural yang terdapat di suatu daerah dalam hubungan
dan pengaruh secara timbal balik dengan daerah lafnMakna pertama
disebutkan Mahfud MD tersebut mengikuti definisi dalam Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Lihat Pasal 1 Angka 12.

Menurut Wilaga, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
kewenangan untuk mengurus rumah tangganya berdasarkan hak asal usul dan
adat istiadat yang diakui dalam pemerintahan nasional dan bdiratierah
kabupater?. ,VWLODK 3SNHVDWXDQ PDV\DUDNDW KXNXP~
desa, juga kepada beberapa istilah lain seperti nagari, margagrgankuria,
dan kampung. Kesemuanya memiliki makna yang sama dan merupakén istila
istilah yang biasa dipakai oleh masyarakat di Indorfesia.

Desa menurut Susanne Schroter sebagai wilayah administrasi tdekecil.
memberi definisi tersebut dalam kaitan dengan makna gampong egaudd
Aceh. la juga menyebutkan desa dipimpin oleh seorang kepala yabgtdise
GHQJDQ 3NHXFKLN" KDVLO SHPLOLKIQ kodanQiaV X Q J
berpendapat sebagai berikut:

3The desa is the smallest governmental ini Aceh. The desashealted
the keuchik and is democratically elected through direct elections

Maknanya lebih kurang yaitu desa adalah pemerintahan terkecil di Aceh.
Desa dipimpin oleh seseorang yang disebut dengan keuchik dan ia na@rupak

hasil dari proses demokrasi berupa pemilihan langsung. June Stara seca

“Mahfud MD, dkk,Prosiding Kongres Pancasila IV: Srategi Pelembagaan Nilai-Nilai
Pancasila dalam Menegakkan Konstitusionalitas Indonegfagyakarta: PSP UGM, 2012),
him. 329.

*Rendy Adi Wilaga, dkkSistem Pemerintahan, him. 168

®Hanif Nurcholis,teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daer&lisi Revisi,
Cet. 2, (Jakarta: Grasindo, t. tp), him. 103.

'Susanne Schroter, et.dceh: History, Politics, and CulturgSingapure: Isntitute of
Southeast Asian Studies, 2010), him. 90.
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sederhana merumuskdasa V H E Dtiédmailest administrative unit within the
national” artinya yaitu unit adminstrasi terkecil di dalam sebuah bahgsa.

Di Indonesia, penyebutan nama desa di tiap wilayah provinsi cenderung
berbeda-beda. Hal ini disebabkan kompleksitas bahasa dan suku yang terseba
dalam rilayah hukum di Indonesia relatif tidak sedikit. Istiladsadterdapat
GLSXODX -DZD GDQ ODGXUD G lkuGaxXP LW Whuré& BekH © D W
Tapanuli, hagari” di Sumatera Baratgampong di Aceh, dan beberapa istilah
lainnya?

Khusus di Aceh, istilah desa digunakan dengan sebutan gampong,
artinya kesatuan masyarakat hukum yang merupakan organisasi pemerintaha
terendah langsung di bawah mukim, yang menempati wilayah tertentyufipim
oleh keuchik (kepala desH).Masyarakat desa menurut Jimly merupakan
komunitas yang dapat mengurus dirinya sendiri atau dalam istilah sshudi
dengan %elf-governing communitiés' Mengutip pendapat Snouck Hurgronje,
Loggina dan kawan-kawan menyebutkan gampong sebagai wilayah adat, yang
dipimpin langsung oleh keuchik, tuhe peut (ureung tuha) dan teungku atau
imuem meunasaH.

Bertolak dari beberapa definisi di atas, dapat disarikan kembali bahwa
desa merupakan satu istilah yang digunakan untuk menamakan satu bentuk
wilayah hukum yang dihuni oleh kesatuan masyarakat hukum, yaitu masyarakat
yang memiliki susunan dan struktur sosial tertentu, memiliki &t ttertentu,

hubungan sosial masyarakat, sikap dan nilai yang berkembang secadirierse

8June StarDispute and Settlement in Rurar Turkéyeiden: Brill, 1978), him. 89.

°Departemen dalam Negeri Republik IndoneSiaminar Stabilitas Politik Direktorat
Jenderal KhusugTp: Departemen dalam Negeri, 1972 ), him. 32.

pemerintah Provinsi AcetBudaya Aceh (Banda Aceh: Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Aceh, 2009), him. 41

Jimly Asshiddigie,Pengantar Hukum Tata Negar&et. 9, (Jakarta: Rajawali Pers,
2017), him. 179.

% onggina Novadona Bayo, dkk., (ed@ezim Lokal di Indonesia: Memaknai Ulang
Demokrasi Kita (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018), him. 81.



22

Desa sebagai unit pemerintahan terkecil langsung berada di bavesgfahwi
kecamatan dan mukim. Jadi, desa secara struktur wilayah tepat llibawa
kecamatan. Lebih kurang, hierarki pemerintahan di Indonesia dapat disajikan

dalam gambar berikdt

A.

Central Government B:
Desa/Kelurahan
L 2
Province ‘
p L Dusun
Kabupaten | Kota
b o L 2
| Kecamatan | Rukun Warga (RW)
h L 4

Rukun Tetangga (RT)

Desa/Kelurahan

Gambar A di atas merupakan hierarki pemerintahan di Indonesia,
sementara gambar B merupakan pembagian wilayah desa. Istilahadsdala
kepada desa. Kepala desa disebut juga sebagai tokoh pimpinan dalam susunan
masyarakat hukum di wilayah hukum desa. Kepala desa secara sedefd@na da
diartikan sebagai pihak atau orang yang bertugas menyelenggarakan
pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan
kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat Besarut Susanne,
kepala desa (atau keuchik dalam bahasa Aceh) merupakan seseorang yang
memiliki kualitas yang spesial, memiliki tingkat pendidikan yabgik,
berpengalaman, memiliki karakter sosial dan karakter yang baik, serta bisanya ia
adalah orang yang sering diisukan (diperbincangkan) dalam masy&rakat.

Kepala desa disebut juga sebagai pemimpin formal masyarakat desa.

Meminjam definisi Theodore M. Smith, diulas oleh Latif, menyatakan bahwa

KushandajaniKewenangan Desa dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam
Perspektif UU No 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan D&amarang: Departemen Politik
dan Pemerintahan Fisip Universitas Diponegoro, 2018), him. 2.

“Tim Visi Yustisia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan
Peraturan Terkait (Jakarta: Visimedia, 2015), him. 55-56.

15susanne Schroter, et.Akeh.., him. 90.
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NHSDGD GHVD LEDUDW 3UDMD NHFH® L GLN ¥ XNDHWX B!
yang besar dalam wilayah hukum desa. Masih dalam kutipan yang sama,
Kartohadikoesoemo menyatakan kepala desa adalah pemimpin tertinggi dan
pemegang kekuasaan formal tertinggi di dalam masyarakat desa. depala
memegang kekuasaan yang menentukan dan harus memikul tanggung jawab
sepenuhnya pemerintahan d&sa.

Bertolak dari uraian di atas, dapat disarikan bahwa kepala desa adalah
pemimpin desa, memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus jalannya
pemerintahan dan hubungan sosial masyarakat yang baik. Kepala desa
merupakan pimpinan tertinggi yang dipilih langsung oleh masyarakebse
memiliki karakter yang baik, di samping memiliki pengalaman, pengetahui
dan paham tentang pengelolaan pemerintah desa. Selanjutnya, akan rdiuraika
beberapa sub bahasan lain meliputi unsur, tujuan, dan kriteria kepala desa.

B. Unsur-Unsur Perangkat Desa

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum memiliki perangkat-perangkat
tertentu yang vokal mengatur jalannya pemerintahan desa. Desayhiasa
tersusun dari perangkat yang bertugas sesuai dengan bidang masing-masing
seperti kepala desa bersama-sama dengan prangkat desa rghngdasi
sekretaris desa, tokoh yang mengepalai wilayah terkecil dalam sepsati
kepala dusun. Keberadaan perangkat desa di sini cukup penting dan membentuk
jalannya program kerja kepala desa. Menurut Subagiyo, unsur-unsur prangkat
desa secara umum ada tiga, yaitu unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur
wilayah. Masing-masing dapat diuraikan berikut:

a. Unsur staf yaitu unsur yang bertugas di bidang pelayanan untuk kegiatan

administrasi, seperti sekretaris desa dan tata usaha desa.

%M. Syahbudin LatiefPersaingan Calon Kepala Desa di Jaw@ogyakarta: Media
Pressindo, 2000), him. 1.
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b. Unsur pelaksana merupakan unsur pelaksana teknis lapangan, seperti
urusan pamong tani desa, dan urusan keamanan.

c. Unsur wilayah merupakan unsur pembantu kepala desa di wilayah
bagian desa, seperti kepala dusun.

Kepala desa dan perangkat desa merupakan unsur pemerintahan desa
yang secara struktural terpisah dan saling melibatkan sisi kéujsaaa lain.
Perangkat desa disebut pula dengan prangkat pembantu kepala desa yang terdi
dari sekretariat desa, pelaksana teknis lapangan, seperti kepala urusan, dan unsur
kewilayahan yang dijabat oleh kepala dusun atau nama?®laladi, unsur
perangkat desa secara praktis dibentuk dan diorganisasi sesuai dengan desa
masing-masing.

Unsur perangkat desa seperti tersebut di atas merupakan bentuk umum
yang berlaku di wilayah hukum Indonesia. Hanya saja secara normatif, unsur
perangkat desa disebutkan secara jelas dalam Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tepatnya dituangkaBaggidn
Kelima tentang Perangkat Desa, Pasal 48 menyebutkan perangkatit@s
atas:

a. Sekretariat Dsa
b. Pelaksana kewilayahan
c. Pelaksana teknis

Tiga unsur tersebut diakui secara normatif sebagai pihak yang mengatur
jalannya administrasi pemerintahan desa bersama-sama dengan desmla
Pasal 49 Ayat (1) selanjutnya menyebutkan bahwa perangkat desa (sakretari
desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana }dkaigtigas membantu kepala
desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Tugas dan weyesgang

dimaksud telah disebutkan secara tegas dalam Pasal 26 undang-uadgng y

YAris Subagiyo dan Gunawan PrayitnMembangun Desa: Merencanakan Desa
dengan Pendekatan Pertisipatif dan Berkelanju{dfalang: UB Press, 2018), him. 31.

®Redaksi Great PublisheBuku Pintar Politik, Sejarah, Pemerintahan dan Ketata
Negaraan (Yogyakarta: Jogja Great Publisher, 2009), him. 88.
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sama, yaitu bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan
pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Unsur perangkat desa
juga membantu kepala desa dalam wewenangnya memimpin pengesargg
pemerintahan termasuk pengelolaan keuangan dan aset desa, menetapkan
peraturan, menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa, membina
kehidupan, ketenteraman dan ketertiban, perekonomaengembangkan
sumber pendapatan desa, sosial budaya, teknologi, koordinasi pembangunan,
dan membantu kepala desa dalam melaksanakan wewenang lain saag se
dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Tugas dan wewenang
ini secara keseluruhan disebutkan tepat pada Pasal 49 Ayat (1) dan AYat (2).
Menurut Wardiyanto dan kawan-kawan, peprangkat desa merupakan
aktor penting dan ujung tombak dalam implementasi semua kebijakan yang
terkait dengan desa. Antara kepala desa dan perangkat desa idelamgdersi
dengan baik dalam menjalankan pemerintahan desa. Kepala desa diharapka
menjadi contoh yang baik bagi perangkat di bawahnya. Ketelandan kegala
cukup dipandang penting untuk kemudian menjadi bahan acuan bagi perangkat
desa lainny&° Jadi, pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa
menjadi pemandu jalannya pembangunan sosial, ekonomi, adat-budaya dan
pemerintahan desa. Perangkat desa secara khusus terlihat sebagai pihak
bawahan yang bekerja sama dan ditugasi langsung untuk membantudiespala
dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yang ditentukan undang-undang

dan peraturan terkait.

C. Tujuan Kepemimpinan Desa

Sebelum mengurai lebih jauh tujuan kepemimpinan desa, penting untuk

dikemukakan lebih dahulu makna kepemimpinan. Term kepemeimpinan diambil

YPpasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2). Lihat, Tim Visi Yustidilndang-Undang., him. 55-
56.

“Bintoro Wardiyanto, dkkPercikan Pemikiran Tata Kelola dan Pembangunan Desa
(Yogyakarta: Airlangga Universitas Press, 2016), him. 172.
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GDUL NDWD GDVDU 3SLPSLQ" $GD MXJDPW®LXI PHQ
yang berarti bimbing/pembimbing atau tuntun/penuntun. Dalam bahas& seha
hari, istilah pemimpin dan kepemimpinan sering dimaknai sama. Hajga s
jika ditelusuri dari bentuknya, kedua istilah tersebut memiliki perveglaag
cukup subtantif. Kata pemimpin dalam tinjauan linguistik merupakan bentuk
NDWD Eidi@D $UWLQ\D RUDQJ \DQJ GLWXIDVNDQ
%DUDQJNDOL PDNQD SHPLPSLQ GL VLQL VHMDODAQ
NDWD BSELPELQJ" GDQ 3SSHQXQWXQ " GDUL DNDU 3W>
Berbeda dengan makna kepemimpinan, kata ini dalam kajian kebahasan
PDVXN GDODP EHCQektiNaNDPHP LN\OAOLUBDW PDNQD \DQJ F
dari kata pemimpin. Istilah kepemimpinan bisa diartikan sebagahal dan
sifat tentang apa-apa yang dipimpin, bentuk dan karakter seseorang yang
disematkan karena produk kepemimpinannya, seperti visioner, berani,dijat, a
bijaksana, dan lainny®. Mengikuti pengertian tersebut, kata kepemimpinan
EROHK MXJD GLVDPDNDQ GHQJDQ NDWD 3SHPEI
maksudnya sama-sama sebagai sifat dan perilah yang dibimbing dan dituntun.
Mengetahui perbedaan pemaknaan kedua istilah pemimpin dan
kepemimpinan tentu dipandang penting dari sisi cakupan yang dibahas. Konteks
pemimpin barangkali hanya sebatas mengetahui orang atau tokoh yang
memimpin. Penekanannya cenderung diarahkan pada bentuk seseorang sebagai
tokoh. Sementara kata kepemimpinan relatif cukup luas, meliputi karakter,
bentuk, dan gaya kepemimpinan. Istilah lain yang sepadan untuk kata pemimpi
dan kepemimpinan adalaleader dan leadership secara bahasa artinya

penuntun atau pembimbifdd. Menurut Fiedler, dikutip oleh Siti Fatimah,

ZTim Pustaka PhoenixKkamus Besar Bahasa Indonesi@et. 3, (Jakarta: Pustaka
Phoenix, 2009), him. 533.

2Tim Redaksi,Kamus Bahasa IndonesidJakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008),
him. 1050.

#syrahman Amin dan Ferry Muhammadsyah SireBamimpin dan Kepemimpinan
dalam Alquran -XUQDO 36WXGL ,VODP" 9ROXPH 1RPRU 2NWRI
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pemimpin atauleader adalah seorang yang bertugas mengarahkan dan
mengkoordinasi aktivitas-aktivitas yang ada dalam tugas-tugas pekom
Ditambahkan, seseorang dikatakan sebagai pemimpin karena kecakapan
pribadinya dengan atau tanpa pengangkatan resmi dapat mempengaruhi
kelompok yang dipimpinnya untuk mengarahkan usaha kerjasama kearah
pencapaian sasaran tertefftuSementaraleadership berarti kegiatan yang
digunakan untuk mempengaruhi orang lain, atau seni dalam mempengaruhi
perilaku manusia baik perseorangan dan kelompok. Dalam makna lain,
kepemimpinan adalah bagian dari kekuasaan untuk memengaruhi seseorang
untuk mengerjakan sesuatu atau tidak mengerjakan sé3uatu.

Perspektif Islam tentang term kepemimpinan dan pemimpin digunakan
beragam istilah, di antaranjaP —POR, V- UduV — @ P athuDP U DO
PX{PLQ@DZlan NK D Oathd K K L F>HdDbyé saja, dari istilah-istilah
tersebut, yang populer dan familiar untuk memaknai terma kepemimpinan
tertinggi digunakan dalam bahasa politik hukum Islam addldh— PIDK & *
dan NKLO=BIDK VHPHQWDUD EDKDVD \DQJ GLSDNDL
digunakan termaD Z O L34 .HWLJD LVWLODK WHUNAEXW \
memiliki kesamaan dalam hal makna, yaitu pemimpin. Namun, ltepatitik
Islam (ILTK V) \cendellukg memakai istilalh P — PdarK N K L OsajaD K
Sementara kateD Z O ldigerfakan untuk makna umum, tercakup di dalamnya
makna pemimpin suatu masyarakat, wali bagi perempuan, anak-anak dan sega

bentuk perwalian lainnyd. Mencermati uraian di atas, kepemimpinan diartikan

#siti Fatimah, Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif AlquranXUQD O 36 W X C
.HLVODPDQ" 9ROXPH 1RPRU ODUHW KOP

Arif Yusuf Hamali dan Eka Sari BudihastutRemahaman Praktis Administrasi,
Organisasi, dan Manajemen Strategi Mengelola Kelangsungan Hidup Organ{dakarta:
Kencana Prenada Media Group, 2019), him. 165-166.

%Wahbah Zuhailial-Figh al-Islam wa Adillatuhdlid 6, Cet. 2, (pen: Abdul Hayyie al-
katan), (Jakarta: Gema Insani, 2011), him. 91.

#’Muhammad Igbal,Figh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islar@et. 2,
(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), him. 149-150.
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sebagai ketokohan yang mengisi jabatan pemimpin dalam satu twilakam
tertentu. Dalam konteks ini, kepemimpinan desa diartikan sebagai tokgh ya
memimpin jalannya pemerintahan desa, yaitu kepala desa.

Aspek penting dan menarik diulas dalam kaji@pemimpinan desa
adalah tujuan umum yang hendak dibangun. Perspektif hukum positif terkait
tujuan kepemimpinan desa ini barangkali cukup dipahami dari beberapa aturan
khusus tentang desa. Sebut saja misalnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Pemerintah Desa. Pasal 1 Angka 2 menyebutkan kepemirdpsean

LVWLODK \DQJ GLJXQDNDGQ D @énpakian péniefergddra) W D K
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam siste
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi, kepemimpinan desa
tidak lain bertujuan untuk mengelenggarakan pemerintahan desa dengan baik,
dan mengelenggarakan kepentingan masyarakat. Kepemimpinan sendiri
PHQXUXW +DUROG .RRQW] GDQ &U\LO 21'RQQHO G
suatu kemampuan untuk mempengaruhi seseorang dengan sarana komunikasi
untuk mencapai tujuan yang dingink&n. Mengikuti pendapat, maka
kepemimpinan desa memiliki tujuan yang ingin dicapai, khususnya
terselenggaranya pemerintahan desa dan kepentingan masyarakat desa denga
baik.

Dalam perspektif Islam, tujuan umum dibentuknya pemimpin yaitu
untuk kemaslahatanm@?la 'ah). Kajian ini erat kaitan dengan konsep
PDTid al-V\DU &tBuK P D T2ig- al- u — Repemimpinan. Para ulama
berpendapat bahwa tujuan umum ditetapkannya semua aspek hukum dan tata
perilaku dalam Islam adalah untuk kemaslahatan umat manusia itu ,setadiri
dalam istilah fikih disebut dengana ?la "ah, yaitu kebaikan, kemanfaatan, dan

kemaslahatan hiduf3. Kajian tersebut mendapat tempat dan sambutan hangat

#gygianto,Urgensi Kemandirian Desa dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014(Yogyakarta: Budi Utama, 2017), him. 17.

2Abd al-Wahhe&E . K D Qi@w—4dl-Figh, (Semarang: Dina Utama Semarang, 2014),
him. 198.
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oleh ahli Islam di abad modern, sebab menawarkan gagasan yang relatif
dipandang baik untuk konteks kajian dewasa ini. Ulama yamgerndalam
mengkaji teorial- P D TPi- \DLW X $EIT-8DOLE~ 90), merupakan
XODPD GDQ WRNRK \DQJ EHUDILOLDVL GDOD® PD]}
al- P D TAd-untuk seluruh hukum dalam Islam telah dimuat dalam kitab yang
SRSXOHU alND XWX IDT—WiOl -B&D U "§D Ralam sejarah
pekembangan kajiarP D T?id-al- V\ D U { Ldaligkilnya al6\—LE  Z
bukanlah peletak dasar dari kajian tersebut. Banyak ulama lainegi@hgiulu
ELFDUD WHOQWaB®)'ah'W W R B IPIPTEid ditetapkannya seluruh
hukum kepada umat muslim. Ulama yang lebih awal mengkaji masasehue
VHSHUWL-XZBPQOZ-*KD]BO PXUDE@OZ - ,]] C
'""Q ELQ u$PG®-bBbP Z -4DUDMO Z -"IQMAODO Z
716), dan Ibn Qayyim al-Jauziyyah (w. 751). Hanya saja, puncak perkembangan
penggunaamaZla 'ah dan kajian tentang tujuanP(D T?d) ditetapkannya
hukum Islam dilakukan oleh a&-\—L E i tangan dan hasil fikir beliaulah
konsep P D T2 disempurnakan bahkan pembaruan. Di samping itu, al-
6\—LE PHPEHULNDQ XUDLDQ OD QeGilb kbhprenamndik U L W L
ketimbang ulama sebelumnya.

Tujuan umum semua persoafatidak terkecuali masalah hukum
kepemimpinarf dalam Islam bermuara pada kemaslahatana4a ’ah)
manusia, kemanfatanP(D Q | ) fiBrKrahmatré 'mah) bagi semua. Hal ini
sejalan dengan keterangan ahli ushul sepeis—LE~ ,EQ —-V\IU $EI =D
.KDO @B-E EKhBUah, dan banyak lainnya. Dalam satu kesempatan di
dalam tulisannya$El =DKUDK PHQ\HEXWNDQ 3GDWDQJQ\D
rahmatEDJL PDOXWRDNLDQ MXJD P Huahwd Xuan Kibu O — |

V\— UAIfh) mensyariatkan hukum-hukum vyaitu untuk menetapkan

0$0 <DVDY $mxtEd2Ndhdlahiah: Pemanfaatan llmu Pengetahuan dalam
Ushul Figh (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), him. 45-51.

Mu’' DPPDG $EI *D’KOBEKR .DLUR -Fike&l-y3Q@ DE~ him.
364.
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kemaslahatan bagi manusia di dalam kehidupariiflal ini menandakan
bahwa semua persoalan, baik ketentuan bidang perkawinan, muamalai, jinay
maupun kepemimpinan dan politik memiliki tujuan umum untuk kemaslahatan
dan rahmat bagi kehidupan manusia sebagai objek pembebanan hukum. Dalam
konteks ini, pemimpin dan kepemimpinan dalam Islam juga mentijkan

utama untuk kemaslahatan.

Kembali pada kajian sub bahasan ini, kepemimpinan desa jugaiknemil
tujuan untuk mencipatakan kemaslahatan bagi manogZla 'ah li al-Q »V
khususnya masyarakat yang tergabung dan berafilisasi sebagai warga desa
tertentu. Dibentuknya kepemimpin desa dengan tujuan spesifik untuk dapat
menjalankan dan menyelenggarakan pemerintahan dan kemaslahatan
masyarakat desa. Meminjam pendapat Kanto, tujuan umum kepemimpinan
adalah agar setiap kegiatan yang dilaksanakan dapat mencapaidnyaksg
efektif dan efesien. Tujuan kepemimpinan secara umum merupakan kerangka
ideal yang tersarikan dalam satu tujuan utama, yaitu setiapt&egyang
dilaksanakan dapat mencapai maksud yang efektif, efesien, baieta@nuhi
semua tuntutan yang diingink&h.Jadi, kepemimpinahtermasuk dalam
cakupan kepemimpinan desdertujuan agar semua kegiatan sebagai
representasi bentuk tugas dan kewenangan pemerintah desa dapat déaksanak
dengan baik, dengan tujuan akhir adalah kepuasan, kebaikan, dan kemaslahatan
masyarakat desa itu sendiri.

Secara normatif, tujuan kepemimpinan dan pemerintahan desa tergambar
dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
desa, dapat disarikan dalam empat poin umum, yaitu:

a. Meningkatkan pelayanan publik bagi wargaasyarakat Desa guna

mempercepat perwujud&esejahteraan.

32ahd al-Wahhab Khallafimu Ushul.., him. 198.

#Muklis Kanto dan Patta Rapparfailsafat Manajemen(Tp: Media Perkasa, 2017),
him. 98.
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b. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyaraRasa guna
mewujudkan masyarakat Desa yangmpu memelihara kesatuan sosial
sebagai bagiadari ketahanan nasional.

c. Memajukan perekonomian masyarakat Desa serngngatasi
kesenjangan pembangunan.

d. Memperkuat masyarakat Desa sebagai suigakbangunan.

Ketentuan Pasal 4 di atas memang bicara dalam konteks tujuan
pengaturan desa. Konteksnya barangkali tujuan yang ingin dibangun pemerintah
pusat terkait pemerintahan di pedesaan. Hanya saja, dari poin-poin tersebut tentu
muara aplikasinya dijalankan oleh pemimpin desa. Sehingga kepemmpina
desa secara prosedur administratif yang ditetapkan dalam regulasi pgrunda
undangan dikembalikan ke dalam empat tujuan tersebut. Di sisi lain,
memperhatikan butir-butir keempat tujuan di atas, baik tujuarygrea publik,
kesejahteraan, ketahanan sosial budaya, memelihara kesatuan sosial, da
perekonomian masyarakat, jelas menunjukkan tujuan utama kepemimpinan desa
adalah untuk kemaslahatan masyarakat desa itu sendiri seperdisatgigung

di awal.

D. Kriteria Kepala Desadi Aceh

Kepala desa, seperti telah disinggung di muka merupakan tokoh yang
vokal dan posisi yang sangat strategis dalam menentukan arah pargamba
desa ke depan. Sebagai pihak yang dianggap memiliki posisi yamiggpe
dalam wilayah administrasi hukum terendah, jabatan kepala desayaleal
dipegang dan dijabat oleh seseorang yang dipandang memiliki kapasitas
baik dari berbagai sisi, baik dari pengetahuannya, pengelaman, karalpemma
status sosial. Pemerintah pusat dalam konteks ini telah menelguddsi yang
relatif cukup baik bagi pemerintahan desa, yaitu dengan diundangkannya
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa.

Undang-undang tersebut oleh banyak ahli disebut sebagai bentuk kebijakan
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afirmatif (affirmative policy, Termaffirmative policydisebut sebagai kebijakan
afirmasi sebab pemerintah secara langsung memberikan kebebasan dan
kemudahan terhadap apa yang menjadi objek dari kebijakan tersebut. Kebijakan
afirmasi tidak hanya ditemukan dalam soal hukum pemerintahan desa, tetapi
semua bentuk kebijakan sebagai bentuk keberpihakan pemerintah terhadap anak
dan perempuan, daerah provinsi, dan lainnya. Lebih jauh, pemaknaan
affirmative policy®* Undang-undang tersebut juga memberi batasan mengenai
kriteria kepala desa yang dianggap ideal untuk memegang jabatan kepala desa.
Kriteria kepala desa yang dimuat undang-undang pemerintahan desa
setidaknya menetapkan 11 (sebelas) kriteria atau persyaratan umum. Kriteria
tersebut tegas dinyatakan dalam Pasal 33, bahwa kepala desa haamuihie
kriteria dan syarat sebagai berikut:
a. Warga negara Republik Indonesia.
b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasidaksanakan Undang-
Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945, serta
mempertahankan dan memelihara keutuhan Nel§asatuan Republik
Indonesia dan Bhinneka Tungdié.
d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengaiama atau
sederajat.
e. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pad& mendaftar.
f. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa.
g. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggdDedia setempat
paling kurang 1 (satu) tahun sebelpendaftaran;
h. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara.
i. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasangatusan pengadilan
yang telah mempunyai kekuathokum tetap karena melakukan tindak

%Nata Irawan Tata Kelola Pemerintahan Desa Era UU Degdakarta: Yayasan
Pustaka Obor Indonesia, 2017), him. 84.
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pidana yangdiancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima)

tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setedalesai menjalani pidana

penjara dan mengumumkasecara jujur dan terbuka kepada publik
bahwa yangoersangkutan pernah dipidana serta bukan selpadmiu
kejahatan berulang-ulang.

j. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengatusan pengadilan
yang telah mempunyai kekuathukum tetap.

k. Berbadan sehat.

|. Tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tigajnkeda jabatan.

Menceramati poin-poin di atas, memberi pemahaman bahwa kepala desa
idealnya memiliki kapasitas dan memenuhi kriteria yang telah pleta
Hanya saja, untuk tiap-tiap desa boleh jadi ada tambahan $yeragesuai
dengan pembawaan adat istiadat setempat, juga disesuai dengan rperatura
daerah masing-masing. Syarat tambahan yang dimaksud tentu dan harusnya
tidak bertentangan dengan ketentuan regulasi hukum yang ada.

Di Aceh, syarat dan kriteria kepala desa secara tegas disebut&aan da
Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentaigta Cara Pemilihan dan
Pemberhentian Keuchikli Aceh. Hal ini dapat ditemukan dalam Pasal 13
dengan ketentuan sebagai berikut:

Bakal calon keuchik harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Warga Negara Republik Indonesia;

b. Bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan taat menjalankan syariat
agamanya;

c. Mampu membaca AU XU YDQ EDJL \DQJ EHUDJDPD ,VOD

d. Taat, tunduk dan patuh pada Hukum Islam, Undang-Undang Dasar 1945,
negara dan Pemerintah Republik Indonesia;

e. Berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)
atau yang sederajat dibuktikan dengan STTB;
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. Berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada waktu penutupan
pendaftaran bakal calon;

. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan
dokter Pemerintah;

. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatan dan tidak terlibat narkoba;

i. Berakhlak mulia, jujur, amanah dan adil;

j. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan yang

diancam dengan hukuman penjara paling singkat 5 tahun berdasarkan
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,
kecuali tindak pidana makar atau politik yang telah mendapat
amnesti/rehabilitasi;

. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang
mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela, berzina, berjudi, minum
khamar dan berkhalwat;

.Memahami adat istiadat setempat;

. Bagi pegawai negeri sipil, pegawai BUMN, BUMD dan karyawan
berbadan hukum harus melampirkan surat izin dari pejabat yang
berwenang;

. Bagi perangkat gampong yang akan mencalonkan diri menjadi keuchik
maka harus terlebih dahulu non aktif;

. Terdaftar sebagai warga gampong dan bertempat tinggal di gampong
yang bersangkutan paling singkat 3 (tiga) tahun terakhir dengan tidak
terputus-putus dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk yang
berlaku;

. Memaparkan rencana program kerja dihadapan masyarakat secara
terbuka;

. Bersedia bertempat tinggal di gampong yang bersangkutan setelah

terpilih menjadi keuchik; dan
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s. Bersedia untuk tidak menduduki jabatan politik setelah terpilih aaken;)
keuchik.

Ketentuan Pasal 13 ganun di atas secara umum tidak jauh berbeda
dengan ketentuan undang-undang pemerintah desa sebelumnya. Hanya saja
ditemukan beberapa poin tambahan, di antaranya kepala desa atau Keuchik
Aceh haruslah mampu membaca Alquran bagi yang beragama Islam, tunduk dan
patuh pada hukum Islam (syariat Islam), tidak pernah melakukan perbuatan
tercela, berzina, berjudi, minum khamar dan berkhalwat, dan memahami adat
istiadat setempat. Qanun Aceh juga mengganti ketentuan minimahub t
menjadi paling singkat 3 (tiga) tahun menetap sebagai bentuk dahidéisa.
Kriteria-kriteria tersebut tentu berlaku untuk semua daerah yang ad#adi da
wilayah hukum Aceh.

Butir-butir kriteria di atas barangkali mencakup enam karakter, yaitu
memiliki kualitas yang baik, tingkat pendidikan yang baik, berpengalaman,
karakter yang baik, status sosial yang baik, dan orang yang memahami dan
mengerti isu lokal yang harus diselesaikan. Hal ini selaran dehgail
penelitian Sosanne dan kawan-kawan, bahwa keuchik di Aceh harus knemili
keenam kriteria tersebut. Lebih kurang Susanne menyebutkan:

3Keuchik is usually someone with special qualities, and who is extijcat
experienced, of good character, and of good social status, and who has a
graps of local issues®

Lebih kurang maknanya adalah keuchik adal&mang yang biasanya
dari pihak yang memiliki kualitas, pendidikan, pengalaman, karakter yakg bai
status sosial yang baik, dan sosok yang mengetahui/memahami isu lokal (sebuah
desa). Semua kriteria tersebut barangkali representasi dari butir-butit Pas
ganun sebelumnya.

Kepala desa atau keuchik di Aceh harus memahami betul sisi hukum
maupun adat yang berlaku didaerah yang dipimpinnya. Pasal 13 Huruf m Qanun

35susanne Schroter, et.Alceh.., him. 90.
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Aceh di atas jelas dinyatakan syarat keuchik harus memahami tatustzadat
setempat. Sebab, keuchik adalah tokoh yang dibebankan untuk mengutus urusan
hukum ada adat di Aceh. Hal ini selaras dengan keteramagia majaberikut

ini:

3Adat bak Pteu Meureuhom, hukom bak Syiah Kuala, Kanun bak Putroe

Phang, Reusam bak Laksamana

Secara sederhana, kutipan di atas berarti adat dijalankan géeh ra
(Iskandar Muda), hukum dilaksanakan oleh ulama (Syiah Kuala), kanun atau
tata cara protokoler diserahkan kepada putri Iskandar Muda, dan reusam kepada
pemimpin setempat di bawah raja. Ungkapan di atas menurut Amran dan
Canda?® menunjukkan bahwa Sultan Iskandar Muda (raja) serta Teungku Syiah
Kuala (ulama) sebagai perpaduan antara adat (praktik hidup) dan hukum
(syariat)®” Dalam konteks pemerintahan gampong/desa di Aceh, keuchik adalah
sosok pemimpin yang ditugasi sebagai pihak yang mengatur urusan dan
pengaturan pemerintahan gampong termasuk adat dan istiadat setempat.

Selain itu, kriteria lainnya yang tersurat daldmadis maja adalah
pemimpin? termasuk di dalamnya keucHikharuslah orang yang mengetahui di
bidang pemerintahan. Dengan kata lain, berikan suatu pekerjaan pagla ya
ahlinya. Ini sangat jelas ditegaskan daledih majaberikut:

3SNyang utoh tayue ceumulek, nyang lisek tayaue keunira, nyang baca
tayue ek kayee, nyang dungee tayue jaga kuta, nyang beu-o tayue
keumimiet, nyang meugriet tayue meumita, nyang malem tayue beut
kitab, nyang bansat tayue rabe guda, nyang bagah tayue seumeujak,
nyang bijak tayue peugah hab4

Lebih kurang maknanya adalaRukang disuruh mengukir, orang teliti

atau cermat diminta menghitung, orang yang lincah disuruh naik pohon, yang

*Amran Suadi dan Mardi Candr&®olitik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan
Pidana Islam Serta Ekonomi Syarjaadisi Pertama, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
2016), him. 389.

¥’Amran Suadi dan Mardi Candr@litik Hukum.., him. 389.

%Agus Budi Wibowg Etika Kepemimpinan dalam Adat AceADMDODK 3-HXPDO
(2013), him. 3.
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tampang bengis diminta jaga kota, yang malas disuruh menghuni padi, yang
suka sibuk disuruh mencari, yang alim disuruh baca kitab, yang bangsathdi

jaga kuda, yang gesit disuruh bepergian, yang bijak diminta bertutaf. kat
Berdasrakan ungkapan ini, dapat dipahami bahwa semua pihak harus diserahkan
urusan menurut keahliannya. Demikian juga kepemimpinan dan ketokohan yang
akan menjabat sebagai keuchik di Aceh, harus memenuhi syarat dalikimemi
keahlian dalam memamimpin. Barangkali hal ini sejalan dengan sdilahadis

Rasulullah Saw dalam riwayd@ X NK —U

3Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sinan berkata, telah
menceritakan kepada kami Fulaih. Dan telah diriwayatkan pulashadit
serupa dari jalan lain, yaitu Telah menceritakan kepadaku Ibrahim bin A
Mundzir berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin
Fulaih berkata, telah menceritakan kepadaku bapakku berkata, telah
menceritakan HSDGDNX +LODO E b Y&aéar d&giDAbL $WD
Hurairah berkata: Ketika Nabi saw berada dalam suatu majelis
membicarakan suatu kaum, tiba-tiba datanglah seorang Arab Badui lalu
bertanya: Kapan datangnya hari kiamat? Namun Nalw tetap
melanjutkan pembicaraannya. Sementara itu sebagian kaum ada yang
berkata; beliau mendengar perkataannya akan tetapi beliau tidak
menyukai apa yang dikatakannya itu, dan ada pula sebagian yang
mengatakan; bahwa beliau tidak mendengar perkataannya. Hingga
akhirnya Nabi saw menyelesaikan pembicaraannya, seraya berkata:
Mana orang yang bertanya tentang hari kiamat tadi? Orang itu dverkat
saya wahai Rasulullah!. Maka Nabi saw bersabda: Apabila sudah hilang

¥$ET USEGLODPPOGXELQ -% RN ZUDED % X N K(Riyddh: Bait
al $ I N —Dauliygah Linnasyr, 1998), him. 36.
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amanah maka tunggulah terjadinya kiamat. Orang itu bertanya:
Bagaimana hilangnya amanat itu? Nabi saw menjawab: Jika urusan
diserahkan bukan kepada ahlinya, maka akan tunggulah terjadinya
kiamat. +5 %XNK—U  +DGaMIMR PR U

Mengomentari hadis di atas, Ib@ajar menyebutkan bahwa kesesuaian
matan hadi GL DWDV PDNVXGQ\D [P @ BEK Q KDG]|
dengan kitab ilmu adalah sesungguhnya mempercayakan suatu urusan kepada
orang yang bukan ahlinya hanyalah terjadi ketika kebodohan mendominasi dan
ilmu diangkat, ini termasuk tanda-tanda Kiaffa'DODP NEAV. D& 3
Qadr° OHELKIWHUYUZQPHQMHODVN DQ()@EXK@P NVXG
Ddg \D L pebila ukum yang berkaitan dengan agama seperti kekhalifahan

dan rangkaiannya berupa kepemimpinan, peradilan, fatwa, pengajaran dan
lainnya diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, yakni bila perintah dan
larangan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kiamat, sebab
hal itu sudah datang tanda-tandanya. Ini menunjukkan dekatnya kiamat, sebab
menyerahkan urusan dalam hahar (perintah) damahi (larangan) kepada
yang tidak amanah, rapuh agamanya, lemah Islamnya, dan (mengakibatkan)
merajalelanya kebodohan, hilangnya ilmu dan lemahnya ahli kebenaran untuk
pelaksanaan dan penegakannya, maka itu adalah sebagian dari tanda-tanda
kiamat™*

<IVXIQEr&.—Z  MXJD PHQJRPHQWDUL KDGLV WHI
hadis di atas dalam kaitan dengan soal hukum mengangkat pemimgitickzkn
kompeten dan tidak amanah. Menurutnya, mengangkat pemimpin yang tidak
kompeten dan tidak amanah adalah perkara yang sangat membahayakan, dan
mengancam eksistensi umat, yang secara perlahan justru akan meumnfaiwa

“UIbn &ajar a-u$V T DEatL @-B+bi Syar’ a’ " al-Bukh+, Juz 1, (Riyadh:
' — Uayyibah, 2005), him. 256.

“Mu’ DPPDG p$F0 IDA@XQ —Fai..al-Qadr Syar’ al-J— P L-1 aBh®min
A’ d#al-Basyral-Na*r -X] % D L Ukital- QP DO D K . KOP
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kepada kehancuran dan kebinas&aladi, pemimpin baik dalam kapasitas yang
luas dan tingga hingga terendah seperti kepala desa harus dipilirsdbaks]i
serta diserahkan kepada orang yang paham dan mengerti betul dalam urusa
pemerintahan. Peling tidak sosok kepala desa harus memiliki kriteria
EHUSHQJDODPDQ GDQ EHULOPX VHKLQJJD 3NHKD
dipahami sejumlah ulama di atas tidak dialami oleh masyarakat desa.
Memperhatikan dan mencermati uraian di atas, dapat disarikan kembal
bahwa kepala desa adalah sosok sentral dan penting dalam wilayah hukum dan
administrasi desa. Sebagai sosok yang vokal dan sentral, kepalaaidsga
harus dijabat oleh orang yang kompeten. Di Aceh, kriteria kepala dema se
normatif disebutkan dalam ganun Aceh, juga sebagai referensinya juga

ditetapkan dalam beberapa peraturan lain.

E. Pemilihan Kepala Desa Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun
2009

Pemilihan kepala desa dalam tinjauah historis telah dilakukan secara ada
masyarakat setempat, bahkan pada masa penjajahan Belanda, caranya cukup
unik dengan sistem adu panjang, di mana kepala desa yang terpilisabkada
pemilih yang antri paling panjati®* Menurut Jurdi, pengisian jabatan dan masa
jabatan kepala desa yang dilakukan secara adat di Indonesia dalsaluyaia
mengacu pada hukum adat tertentu dalam wilayah hukum masyarakat adat.
Jadi, pemilihan kepala desa secara adat disesuaikan dengamragldteylaku
pada masyarakat yang bersangkutan. Ini menunjukkan antara masyarakat yang

satu dengan yang lain memiliki cara pemilihan tersendiri.

“2yysuf al-QaradhawiHaram Haram dalam Islam (Terj: M. Tatam Wijaya), (Jakarta:
Qalam, 2017), him. 525-526.

“3Syahrul Mustofa,Mahkamah Penyelesaian Sengketa Pilkades Serer8akuah
Peradilan Baru di Daerah(Tp: Guepedia, 2019), him. 15-16.

“Fajlurrahman JurdiPengantar Hukum Pemilihan Umuyr@lakarta: Kecana Prenada
Media Group, 2018), him. 114.
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Hanya saja, dalam konteks hukum di Indonesia yang telah matang, maka
pemilihan kepala desa disesuaikan dengan ketentuan peraturan atag-unda
undang yang berlaku. Di Aceh, ketentuan tersebut secara khusus mengacu pada
Qanun (Peraturan Daerah atau Perda) tersendiri. Qanun yang dimaksud adal
Qanan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentia
Keuchikdi Aceh merupakan regulasi khusus bersifat prosedur-teknis pemilihan
keuchik/kepala desa di Aceh. Keberadaan ganun tersebut dijadikan sebagai
panduan utama dan bersifat mendasar semua proses dan prosedur-teknis
pelaksanaan pemilihan keuchik di seluruh wilayah hukum Aceh. Secara, umum
ruang lingkup ketentuan ganun tentang tata cara pemilihan dan pemberhentia
keuchik di Aceh tersebut terdiri dari 16 (enam belas) bab, masing-masing

sebagai berikut:

a. Bab | : Ketentuan Umum

b.Bab Il :Masa Jabatan Keuchik

c. Bab Il : Pemberitahuan Berakhirnya Masa Jabatan Keuchik
d. Bab IV : Pembentukan Panitia Pemilihan Keuchik

e. BabV :Persyaratan dan Pendaftaran Pemilih

f. Bab VIl :Tanda Gambar Calon dan Kampanye

. Bab VIIl : Pelaksanaan Pemilihan

0 Q

. Bab IX :Tata Cara Pelantikan dan Pengucapan Sumpah/Janiji
Bab X : Pemberhentian Keuchik

j. Bab Xl :Pengangkatan Penjabat Keuchik

k. Bab Xl : Pengamanan Pemilihan Keuchik

|. Bab XlII : Biaya Pemilihan Keuchik

m.Bab XIV : Sanksi

n. Bab XV : Ketentuan Peralihan

0. Bab XVI : Penutup

Memperhatikan poin-poin di atas, muatan ganun relatif cukup baik,

memuat hal-hal penting yang wajib ada dalam kaitan pengaturan kedichik
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Aceh, di antaranya syarat keuchik, pemilihan, pengangkatan, pemberhentian,
termasuk pengaturan cara dan prosedur pemilihan, meliputi biaya, sanksi,
pengamanan dan pengawasan saat pemilihan, sera mengatur pembentukan
panitian pemilihan. Atas dasar aturan tersebut, barangkali prosedur-teknis
pemilihan keuchik di Aceh cukup menjadi pijakan dalam pelaksanaaihzem
keuchik di seluruh wilayah hukum Aceh.

Proses pemilihan langsung keuchik di Aceh menurut Clarke adalah
bagian dari kontribusi untuk menujuk kepemimpinan lokal di Aceh ke argh yan
lebih baik? Proses pemilihan keuchik tersebut menurut ganun Aceh di atas
dilakukan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Hal i
disebutkan dalam konsideran (mukaddimah) ganun. Tujuannya barangkali untuk
mencapai pemimpin yang terbuka dan akuntabel. Sebab, sifat keterbukaan,
transparan, akuntabel, merupakan sifat yang paling umum yang mengikat, untuk
menggambarkan seorang keuchik yang Bik.

Terkait dengan pemilihan keuchik di Aceh, telah disebutkan secara tegas
dalam Qanun Nomor 4 Tahun 2009 di atas, khususnya pada Bab VIl tentang
Pelaksanaan Pemilihan. Masing-masing materi pasalnya dapaikdn sebagai
berikut:

Pasal 26:

Ayat (1) : Dalam rangka pelaksanaan pemilihan P2K mengumumkan:

a. Tanggal pelaksanaan pemilihan paling lama 6 (enam) hari
sebelum pemilihan; dan

b. Hari pemungutan suara kepada masyarakat pada tempat yang
mudah dibaca oleh umum.

Ayat (2) : Tanggal pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
tidak bertepatan dengan hari besar keagamaan dan hari besar
nasional.

Ayat (3) : Penyampaian undangan kepada pemilih yang terdaftar dalam daftar
pemilih tetap paling lama 3 (tiga) hari sebelum pemilihan
dilangsungkan.

“*Matthew Clarke, et.al.Post-Disaster Reconstruction Lessons From Adgtew
York: Earthscan, 2010), him. 149.

4®Matthew Clarke, et.alPost-Disaster., him. 149.



Ayat (4)

Pasal 27 :
: Penyelenggaraan pemungutan suara dilaksanakan pada TPS yang

Ayat (1)
Ayat (2)

Ayat (3)
Ayat (4)

Pasal 28

Pasal 29 :
: Pemilihan keuchik dilaksanakan secara langsung, umum, bebas,

Ayat (1)

Ayat (2)
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Bagi pemilih yang belum memperoleh undangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dapat memberitahukan kepada P2K.

ditetapkan oleh P2K.

:Jumlah TPS disesuaikan dengan proporsi jumlah pemilih

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).

. Lokasi TPS disesuaikan dengan kondisi geografis setempat.
: Pelaksanaan pemungutan suara dilakukan oleh KPPS.

‘Pada saat pemungutan suara dan perhitungan suara Calon keuchik

disediakan tempat duduk di lokasi TPS.

rahasia, jujur dan adil.

: Seorang pemilih hanya memberikan suaranya kepada 1 (satu) orang

calon keuchik dan tidak boleh diwakilkan.

Pasal 30 :

Ayat (1) :

Ayat (2)

Ayat (3)

Ayat (4)

Ayat (5)

Ayat (6)

Ayat (7)

Pemungutan suara dilaksanakan pada hari, tanggal dan tempat yang
telah ditentukan oleh P2K, mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan
pukul 14.00 WIB.

: Sebelum pemungutan suara KPPS menyediakan bilik suara, kotak

suara, surat suara, daftar hadir, papan tulis, pengeras suara, formulir
berita acara perhitungan suara dan alat-alat tulis.

. Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berukuracn®x10

dengan menggunakan HVS 70 gram warna putih.

: Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disediakan

sebanyak jumlah pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap
ditambah 2 (dua) persen surat suara.

: Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuka oleh

petugas KPPS dan diperlihatkan kepada pemilih bahwa kotak suara
dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali, mengunci dan
menyegel dengan menggunakan kertas yang diberi stempel P2K.

: Pemilih yang hadir menunjukkan undangan untuk disesuaikan

dengan daftar pemilih tetap oleh petugas KPPS.

: Petugas KPPS memanggil pemilih sesuai dengan urutan hadir

dengan memprioritaskan pemilih yang sakit, cacat, lansia dan ibu
hamil dan menyerahkan selembar surat suara yang telah ditanda
tangani oleh KPPS dan dibubuhi stempel P2K.



Ayat (8)

Ayat (9) :

Pasal 31 :

Ayat (1) :

Ayat (2)

Ayat (3) :

Pasal 32 :

Ayat (1)

Ayat (2)

Ayat (3)

Ayat (4)

Ayat (5)

Ayat (6)
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Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diperiksa dan
diteliti oleh pemilih, jika surat suara dimaksud dalam keadaaat cac
atau rusak, pemilih berhak meminta surat suara yang baru dan
menyerahkan surat suara yang cacat atau rusak kepada KPPS.
Penggantian surat suara karena cacat atau rusak hanya
diperbolehkan 1 (satu) kali setelah diteliti oleh KPPS.

Pemberian suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan
memasukkan surat suara dalam kotak suara salah satu calon yang
dipilih.

Pemilih yang mengalami cacat jasmani (tuna netra), jompo ata
sakit dalam menggunakan hak pilihnya dibantu oleh seorang
anggota KPPS.

Anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib
merahasiakan pilihan pemilih.

Pemilihan keuchik dinyatakan sah apabila jumlah pemilih yang
hadir dan menggunakan hak pilihnya sekurang-kurangnya 1/2
(seperdua) tambah 1 (satu) dari jumlah seluruh pemilih terdaftar
dalam daftar pemilih tetap.

: Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (k) tida

terpenuhi, maka waktu pemilihan keuchik diperpanjang paling lama
3 (tiga) jam untuk memenuhi quorum yang telah ditentukan.

: Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (R) tida

terpenuhi juga, kotak suara tidak dibuka dan di amankan oleh
muspika.

: Dalam hal batas waktu pengunduran sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) quorum belum juga tercapai, maka pelaksanaan pemilihan
keuchik bagi pemilih yang belum memberikan hak pilihnya,
dilanjutkan pada hari berikutnya.

: Pemilihan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dkanum

oleh ketua P2K dan ditetapkan dalam berita acara pemilihan.

: Dalam hal pemilihan lanjutan tidak terpenuhi quorum sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) maka pemilihan keuchik dinyatakan batal
dan P2K melaporkan kepada Tuha Peuet.

Pasal 33 :

Ayat (1)

Setelah pemungutan suara di TPS selesai, KPPS melaksanakan
penghitungan suara.



Ayat (2) :

Ayat (3)

Ayat (4)

Pasal 34 :
: Setelah  penghitungan  suara selesai, KPPS menyusun,

Ayat (1)
Ayat (2)
Ayat (3)

Ayat (4)
Ayat (5)

Ayat (6)
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Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan secara terbuka yang disaksikan oleh para saksi yang
ditunjuk oleh masing-masing calon keuchik.

Setelah penghitungan suara di TPS selesai, KPPS membuat berit

acara hasil pemungutan suara dan penghitungan suara yang
ditandatangani oleh ketua dan anggota KPPS serta para saksi yang
bersedia menandatanganinya, selanjutnya dilaporkan kepada P2K
saat itu juga.

Ketidakhadiran saksi tidak mempengaruhi keabsahan pemungutan
dan penghitungan suara di TPS.

menandatangani dan membacakan berita acara pemilihan.

: KPPS menyerahkan berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan

suara kepada P2K dan saksi-saksi yang hadir.

: P2K melakukan rekapitulasi penghitungan suara berdasarkan hasil

perhitungan suara dari TPS-TPS.

: Ketua P2K menetapkan dan mengumumkan hasil pemilihan.
. Berita acara pemilihan diserahkan kepada Tuha Peuet tentang

pelaksanaan pemilihan keuchik.

: Tuha Peuet melaporkan hasil pemilihan kepada bupati/walikota

melalui camat dengan tembusan kepada mukim untuk mendapatkan
pengesahan.

Pasal 35 :

Ayat (1)

Ayat (2)

Pasal 36 :
Ayat (1)

Ayat (2)

Ayat (3) :

Calon keuchik terpilih adalah calon yang memperoleh suara
terbanyak dari suara yang sah.

Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) calon keuchik memperoleh
suara terbanyak yang sama, P2K mengadakan pemiliha; ulan

Waktu pelaksanaan pemilihan ulang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 35 ayat (2) ditetapkan oleh P2K paling lama 7 (tujuh) hari
sejak hari pemilihan.

Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2)
hanya diikuti oleh calon-calon yang memperoleh suara terbanyak
yang sama.

Calon keuchik yang memperoleh suara terbanyak pada pemilihan
ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sebagai calon
terpilih.



Ayat (4)

Ayat (5)

Pasal 37 :

Ayat (1) :

Ayat (2)

Ayat (3)

Pasal 38 :

Ayat (1)

Ayat (2)
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Dalam hal calon keuchik memperoleh jumlah suara yang padeaa
pemilihan ulang, maka calon keuchik terpilih ditetapkan melalui
musyawarah Tuha Peuet.

Dalam hal musyawarah Tuha Peuet tidak mencapai kesepakata
maka kedua calon keuchik disampaikan kepada bupati/walikota
melalui Camat untuk ditetapkan salah seorang sebagai keuchik.

Calon keuchik terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat
(1) dan Pasal 36 ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Tuha Peuet.
Calon keuchik terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diusulkan oleh Tuha Peuet kepada bupati/walikota melalui camat
untuk mendapat pengesahan dengan keputusan bupati/walikota.
Keputusan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak berkas penetapan hasil
pemilihan diterima.

Pengawasan pemilihan keuchik dilakukan oleh camat dan imum

mukim.

Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

a. Melaksanakan pengawasan pemilihan pada semua tahapan
pemilihan;

b. Menerima laporan pelanggaran pemilihan;

c. Menyelesaikan sengketa, perselisihan dan/atau keberatan yang
berkaitan dengan pemilihan; dan

d. Menindaklanjuti pelanggaran yang bersifat administratif kepada
P2K dan yang bersifat tindak pidana kepada Polisi.

Ketentuan Bab VII tentang Pelaksanaan Pemilihan telah diurdasli a

secara teknis-prosedural memuat tahapan-tahapan tertentu yjandipenuhi,

dengan ketentuan berupa tahapan sosialisasi waktu pemilihan, pembetian sura

undangan

bagi pemilih, pelaksanaan dan penyelenggaraan pemungutan suara

perhitungan suara, pembaatberita acara hasil pemungutan, rekapitulasi hasil

penghitungan suara, penyerahan hasil rekapitulasi kepdda peuef dan

tahapan akhir adalah pihakiha peuet melaporkan hasil pemilihan kepada

bupati/walikota melalui camat untuk kemudian ditindaklanjuti darakuiian

pelantikan.
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Semua tahapan di atas dilakukan dengan prosedur yang jujur dan adil
Hal ini senada dengan ketentuan Pasal 29 Ayat (1) Qanun Aceh Nomiourd Ta
2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kedichdeh, bahwa
pemilihan keuchik dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, juj
dan adil. Pemilihan secara langsung bermaksud bahwa masyaraéed sec
langsung dapat memilih dan datang ke Tempat Pemungutan Suaragipes) t
harus diwakilkan oleh orang lain. Bebas bermaksud bahwa bahwa pemilih bebas
memilih pilihannya tanpa ada intimidasi dari orang lain. Rahasia dalakma
LQL DGDODK SHPLOLKDQ GLODNXNDQ Q/hreBibgUD 3W
masyarakat memilih dengan adanya skRELOLN SHPLOLKDQ "~ VHK
yang satu dengan lain tidak mengetahui calon mana yang dipilihinHal
dilakukan sebagai imbangan untuk memperkecil kemungkinan terjadinya
konflik di tengah masyarakat. Sejalan dengan pendapat Mustofa, bahwa
prosedur pemilihan kepala desa dari waktu ke waktu mengalami perubahan dan
perkembangan. Di masa penjajahan Belanda, pilkades (pemilihan kepada desa
langsung di sejumlah daer&h.

Pelaksanaan pilkades masa Belanda dilakukan dengan cara masing-
masing memilih dan mendukung kepala de&s’E PEXDW EDULVD@ 3DGX
tanah lapangan. Sehingga memunculkan pendukung inti. Dengan cara semacam
ini, calon kepala desa yang terpilih adalah yang memiliki barisan pendukung
paling panjang. Metode ini menurut Mustofa, menimbulkan konflik horisontal
antar pendukung calon yang satu dengan yang lain, karena antara masyarakat
saling mengetahui siapa pilihan mereka. Selanjutnya pemiliHaksdhakan
secara langsung dan tietup.*® Oleh sebab itu, kerahasiaan (asas rahasia) dalam
pilihan merupakan satu keniscayaan.

Mencermati uraian di atas, dapat disarikan kembali bahwa pemilihan
kepala desa berdasarkan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara

*’Syahrul MustofaMahkamah., him. 15-16.
“8Syahrul MustofaMahkamah., him. 15-16.
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Pemilihan dan Pemberhentian Keuchdk Aceh dilakukan dengan tahapan,
prosedur, dan cara tersendiri, mulai dari tahapan sosialisasi dan pangirim
undangan pemilih, hingga tahap rekapitulasi hasil pemilihan dan palantik
Qanun tersebut juga memuat ketentuan syarat-syarat yang harus dipehuhi o
calon keuchik, aturan tentang pengawasan, berikut dengan sanksi hukum ketyika
terdapat kecurangan. Intinya, Qanun Nomor 4 Tahun 2009 menjadi panduan
dasar pelaksanakan pemilihan keuchik di wilayah hukum Aceh, dilaksanaka
dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia (LUBER) serta jujur dan adil
(JURDIL).



BAB TIGA
PEMILIHAN KEPALA GAMPONG DI KECAMATAN
TRUMON KAB. ACEH SELATAN DILIHAT
DARI KETENTUAN QANUN ACEH
NOMOR 4 TAHUN 2009

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kecamatan Trumon merupakan salah satuldakecamatan yang ada di
Kabupaten Aceh SelatdnKabupaten Aceh Selatan pada tahun 2011 terjadi
pemekaran kecamatan yang semula 16 kecamatan menjadi 18 kecyaitata
Kecamatan Kota Bahagia merupakan Kecamatan Bakongan dan Keatamata
Trumon Tengah pemekaran dari Kecamatan Trumon dan Trumon Timur.
Secara astronomis, Kecamatan Trumon terletak pada $053B" N - 97° 449
29.7" E3 Kecamatan Trumon berbatasan dengan Kecamatan Trumon Tengah di
sebelah Utara dan Kabupaten Aceh Singkil di sebelah Selatan. Sedahgka
sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Trumon Timur dan di sebelah
Barat berbatas langsung dengan Samudra Indonesia dan Kecamatan Bakongan
Timur. Luas wilayah Kecamatan Trumon adalah sekitar 10 persen w@iiutas
daratan Kabupaten Aceh Selatan. Sebagian besar gampong di Kecamatan
Trumon merupakan gampong pesisir yang jumlahnya mencapai 7 gampong,
sedangkan gampong Bukan pesisir di Kecamatan Trumon hanya 5 gampong.
Kecamatan yang berbatasan dengan Kota Subulussalam ini memilikii® muk

pada 2014, dan Kecamatan Trumon terletak 18 meter di atas permukdan laut.

!Andi Hardiyanto,Kabupaten Aceh Selatan dalam Angka 2q&@eh Selatan: Badan
Pusat Statistik, 2019), him. 13.

’Bappeda Aceh SelataRenyusunan Rencana Program Investasi Infrastruktur Jangka
Menengah Kabupaten Aceh Selatéhceh Selatan: Bappeda, t. tp), him. 6.

®Dikases melalui: https://www.google.co.id/maps/place/2°38'05.1"N#0Z9.7"E, 15/
9/2019.

“Tuismadj Statistik Daerah Kecamatan Trumon 201®ceh Selatan: Badan Pusat
Statistik, 2015), him. 1.
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Pada tahun 2017, jumlah gampong di Kecamatan Trumon terdiri dari 12
gampong dan 3 Kepala Mukim, yaitu Kemukiman Pasie Trumon, Kemukiman
Buloh Seumah dan Kemukiman Kuta Tuha. Berikut ini, masing-masing
gampong, dusun, berikut dengan luas gampong di Kecamatan Trumon dapat

disajikan dalam tabel berikut ini:

Jumlah Penduduk
(Jiwa)
LK (jiwa) Pr (jiwa)

Luas

No | Nama Gampong Dusun (Ha)

Keude Siblah
1 | Kuta Padang Teungoh 4.089 203 201
Suka Makmur
Puloe Beurembang
2 | Raket Kuta Tinggi 6.279 134 118
Suka Damai
Rantoe Panyang
3 | Gampong Tengah Kulam Meunasah 6.383 920 86
Payah Seumerah
Montoeng

4 | Teupin Tinggi Teungoh 5.873 285 270
Pasir Putih
Sinar Murni
5 | le Meudama Tengoh 2.520 127 128
Puloe ie
Kuta Alam
6 | Ujong Tanoh Cot 1.975 197 203
Sinamuek
Kuta Batee
Kuta Jurong
7 | Keude Trumon Kuta Padang 4.370 551 670
Kuta Malaka
Tring gadeng
Rantoe Binuang
8 | Kuta Baro Ulee Deep 2.027 134 128
Kulam Ara
Mon Mancang
9 | Sigleng Mulia 3.430 316 326
Bahagia
Rambong
10 | Panton Bili Lueng Siboyok 5.032 181 154
Kut Buloh
11 | Upt li Pd Harapan| Blok c 803 156 132
Satu
12 | Seunebok Jaya | Dua 1.286 114 110
Tiga

*Tuismadi, Kecamatan Trumon dalam Angka 201@\ceh Selatan: Badan Pusat
Statistik, 2018), him. 5, 11, dan 14.
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Jumlah 37 Dusun 34.779 2,488 2,526

SumberBPS Kecamatan Trumon Tahun 2018
Berdasarkan tabel di atas, dapat dipahami dilihat dari luas kawasan,

gampong Gampong Tengah sebagai wilayah terluas, sementara ganijohg U
Pd Harapan memiliki lias terkecil. Dilihat dari jumlah penduduk, gampong
Keude Trumon menjadi gampong yang memiliki penduduk terbanyak,
sementara gampong Gampong Tengah memiliki penduduk paling sedikit.
Dilihat dari sisi rasio jumlah penduduk, jumlah laki-laki lebih sedikri
perempuan. Hanya saja, bila dilihat dari jumlah gampong yang ada,ae8lap
gampong yang memiliki penduduk laki-laki terbanyak, sementara 4 gampong
lainnya memiliki jumlah penduduk perempuan terbanyak. Meski demikian,
jumlah perempuan pada empat gampong tersebut cenderung cukup tinggi,
sementara rasio jumlah laki-laki dengan perempuan dari delapan gampang just
tidak berbeda jauh.

Terkait dengan keadaan gampong, rata-rata gampong berstatus sebagai
swadaya, selebihnya berstatus sebagai swakarya dan swasembanty- Ma
masing dapat dirinci sebagai berikut:

a. Gampong Swadaya (gampong pedalaman) yaitu gampong yang
kekurangan sumber daya manusia dan tenaga kerja di samping itu juga
kekurangan dana sehingga tidak mampu memanfaatkan potensi yang ada
di gampongnya. Biasanya gampong terbelakang berada di wilayah
Pedalaman dan daerah terisolir, yang taraf berkehidupabawah
kemiskinan (miskin) serta tidak memiliki sarana dan prasarana
penunjang yang mencukupi. Di Kecamatan Trumon ada 9 gampong yang
masuk kelompok ini, yaitu Kuta Padang, Raket, Gampong Tengah
Teupin Tinggi, le Meudama, Ujong Tanoh, Kuta Baru, UPT Il PD
Harapan, dan Seunabok Jaya.

5Tuismadj Statistik.., him. 3.
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b. Gampong Swakarya adalah gampong adanya peningkatan perkembangan
yaitu gampong yang mulai menggunakan dan memanfaatkan potensi
fisik dan nonfisik yang dimilikinya tetapi masih kekurangan sumber
Daya Manusia dan keuangan atau dana. Gampong swakarya belum
banyak memiliki sarana dan prasarana gampong. Masyarakat
pegampongan swakarya masih sedikit yang berpendidikan tinggi dan
tidak bermata pencaharian utama sebagai petani di pertajéasesta
banyak mengerjakan sesuatu secara gotong royong. Yang termasuk
kategori ini ada 2 gampong yaitu Gampong Panton Bilie, dan gampong
Sigleng.

c. Gampong Swasembada yaitu gampong yang berkecukupan dalam hal
sumber daya manusia (SDM) dan juga dalam hal dana modal sehingga
sudah dapat memanfaatkan dan menggunakan segala potensi fisik dan
non fisikk gampong secara maksimal. Yang termasuk gampong
swasembada adalah Gampong Keude Tufmon.

Jumlah penduduk Trumon pada tahun 2017 sebesar 5014Jjiwdah
tersebut meningkat setiap tahunnya menjadi 4.260 di tahun 2012, 4.358 jiwa di
tahun 2013 dan 4.683 di tahun 2014. Dengan luas wilayah Kecamatan Trumon
sekitar 440,67 k) setiap km ditempati penduduk sebanyak 10 orang pada
tahun 2014. Angka ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang
sebesar 9 jiwa per KmSecara umum jumlah penduduk laki-laki lebih sedikit
dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan. Dari jumlah total 5014 jiwa
di tahun 2017, rasion perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan
perempuan masing-masing 49,6 % atau sebesar 2,488 jiwa laki-laki dan 50,4 %
atau sebesar 2,526 jiwa peremptian.

Penduduk Trumon merupakan penduduk dengan suku Aceh murni, dan
masyarakatnya berbahasa Aceh. Hal ini sejalan dengan keterangan Suman,

"Tuismadj Statistik.., him. 3.
8Tuismadi,Kecamatan., him. 14.
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bahwa di Kabupaten Aceh Selatan, sebaran masyarakat yang berbaklasa Ac
termasuk salah satunya adalah masyarakat Kecamatan Tfisebagian besar
bekerja sebagai petani dan nelayan tersebut dikarenakan lahanapedani
perikanan sangat berpotensi dan sesuai kondisi di lapangan. Lahan pertanian
yang ada di Kcamatan Trumon di antara tanaman padi, palawija dan
holtikultura. Sebagian gampong yang berbatasan dengan pesisir lpamtai
penduduknya banyak yang bertempat tinggal dengan mata pencariannya
sebagian besar sebagai nelalfanMenurut sisi pendidikan, pencapaian
pendidikan di Kecamatan Trumon sangat terkait dengan fasilitas pgerdidi
yang ada. Masing-masing kategori fasilitas pendidikan yaitu 2amaianak-
Kanan (TK), 9 Sekolah Dasar (SD), 4 Sekolah Menengah Pertama (SMP) ata
Madrasah Tnanawiyyah (MTs), dan 2 Sekolah Menengah Atas (SMA) atau
Madrasah Aliyah (MA). Sementara untuk fasilitas kesehatan masismggna
yaitu 1 Puskesmas, 4 Pustu dan 4 Posyahdu.

Produktivitas buah-buahan di Kecamatan Trumon tahun 2014
mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2013. Tanaman
buahbuahan yang ada di Kecamatan Trumon antara lain durian, kuini, dan
rambutan. Pada tahun 2014 buah yang paling banyak dihasilkan durian yakni
sebesar 12.850 Kg, kuini sebesar 9.870 kg dan rambutan yakni 4.800 kg. Selain
tanaman buah, ddecamatan Trumon juga ada tanaman sayuran. Jenis sayura
yang ada di Trumon antara lain adalah terong, kangkung, dan kacang tanah.

Kacang tanah yang paling banyak dihasilkan pada tahun 2014 yakni
sebesar 4.610 kg. Sedangkan untuk sayur kangkung sebesar 1750 Kg dan
kangkung yakni 1710 Kg. Selain produktivitas pertanian di Kecamatan Trumon
juga terdapat populasi potensi ternak yang cukup baik. Pada tahun 2014 hewan
ternak yang jumlahnya paling banyak yaitu kambing dan domba 1001 ekor,

°Abdul Rani UsmanSejarah Peradaban Aceh: Suatu Analisis Interaksionis, Integrasi
dan Konflik (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2003), him. 33.

YTuismadj Statistik.., him. 5.
Tyismadi,Kecamatan., him. 6.
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kerbau 178 Ekor, dan sapi 359 Ekor. Jumlah sapi yang lebih besar potensinya
terdapat di gampong Kuta Baro dan Panton Bilie Di Kuta Baro mentapai

ekor Panton Bilie 130 Ekor, sedangkan kerbau di Gamfgomgudama ,Teupin
Tinggi dan Raket?

Kecamatan Trumon adalah penghasil kelapa sawit terbesar di Kabupa
Aceh Selatan dan kelapa sawit adalah komoditas utama yanglkdihadi
Kecamatan Trumolf. Sedangkan untuk luas lahan pertanian tanaman kelapa
sawit di Kecamatan Trumon adalah terbesar kedua yang ada di KabApate
Selatan setelah Kecamatan Trumon Timur yewegniliki lahan seluas 6.111 Ha
dimiliki oleh PT. Agro Sinergi Nusantaré.

Dalam menjalankan sistem pemerintahan, idealnya di tiap gampong
harus memiliki kantor gampong dan balai gampong. Hal ini dapat dijadikan
sebagai tempat rapat kerja, dan kegiatan-kegiatan yang berhubungan denagn
gampong. Kecamatan Trumon sebagai kecamatan yang terletak diejatenS
Kabupaten Aceh Selatan hingga kini masih perlu mendapat perhatian dari
pemerinatah di kabupaten, di provinsi maupun tingkat pusat. Hal ini sebab
gampong-gampong yang terdapat di kecamatan ini berbanding lurus antara
gampong yang memiliki kantor gampong dengan gampong yang tidakiknemil
kantor. Dari 12 gampong yang ada, hanya ada enam gampong yang memiliki
kantor tersendiri, yaitu gampong Raket, Teupin Tinggi, Ujong Tanoh, Keude
Trumon, Sigleng, dan Panton Bili. Jumlah kantor gampong di tahun 2017
mengalami kenaikan yang sebelumnya di tahun 2016 hanya ada 4 gampong
yang memiliki kantor. Sementara untuk balai gampong hanya ditendikan
empat gampong. Keempat gampong ini yaitu gampong le Meudama, Ujong
Tanoh, Keude Trumon dan Seuneubok Raya.

*Tuismadj Statistik.., him. 10-11.
BDiakses melalui: https://thetapaktuanpost .com/tag/penebaalgan-sawit. 5/9/2019.

Rifchi Anggari, G N NAlih Fungsi Lahan Sawah ke Perkebunan Kelapa Sawiedi K
Trumon Kab. Aceh Selatan Tahun 2005-2014 - X Ul@malOlimiah Mahasiswa Pendidikan
Sejarah Volume 1 Nomor 1. (Oktober 2016), him. 29.
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B. Cara Pemilihan dan Bentuk Pengawasan Penitia Pemilihan Kepala
Gampong di Kecamatan Trumon

Pada bagian ini, akan disinggung mengenai cara pemilihan kepada
gampong di Kecamatan Trumon dan bentuk pengawasannya. Untuk itu, masing-
masing dapat disajikan dalam poin pembahasan berikut ini:

1. Cara Pemilihan Kepala Gampong

Pemilihan kepada gampong atau keuchik di Kecamatan Trumon
Kabupaten Aceh Selatan cenderung sama dengan tata cara pemililak #euc
daerah lain, Pemilihan keuchik dilakukan dengan pemilihan umum, langsung,
juga ditetapkan beberapa bakal calon keuchik yang akan dipilih. Hsetlamias
dengan keterangan Muslim, selaku Tuha Peut gampong Sigleh. Menurutnya,
sistem dan cara pemilihan kepala gampong di Kecamatan Trumouar Tim
dilakukan dengan sistem pemilihan umum dan langsung. Pemilihan kepala
gampong dilakukan oleh panitia pemilihan, di antara tugasnya menddia
diri dan dan persyaratan kepala gampong, melaksanakan pemungutan suara, dan
menetapkan calon kepala gampong terpflih.

Beberapa informasi dari responden, seperti keterangan Rahman, Nasri,
dan Muslim*® Menurut mereka, mekanisme atau tata cara pemilihan keuchik di
Kecamatan Trumon secara umum dilakukan dengan enam tahapan yamng dila
yaitu sebagai berikut:

a. Pembentukan Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) yang dilakukan oleh
tuha peut masing-masing gampong.

Pembentukan panitia pemilihan keuchik (P2K) merupakan
tahapan penting dalam pemilihan keuchik. Penita memiliki tugag y
cukup strategis dalam memandu hingga menyukseskan acara pemilihan

®Wawancara dengan Muslim, Tuha Peut Gampong Sigleh, KemamEtmon,
Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 7 September 2019.

Wawancara dengan Muslim, Tuha Peut Gampong Sigleh, Kemametmon,
Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 7 September 2019.
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keuchik di tiap gampon. Pemilihan dan pembentukan panitia ini
menurut Rahman atas kesepakatan masyarakat, dan biasanya dipandu
dan dilaksanakan oleh tuha peut gamp@ng.

b. P2K menentukan dan mensosialisasikan jadwal pemilihan keuchik.

Panitia pemilihan keuchik atau P2K yang telah dibentuk
kemudian menyusun dan menentukan jadwal pemilihan langsung dan
memberitahu atau mensosialisasikannya kepada masyarakat, serta
menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan pada saat pemilihan,
hingga penghitungan suara hasil pemilihan keuthik.

c. Pengajuan berkas data dari masing-masing calon yang mencalornkan di
sebagai keuchik kepada P2K.

Tata cara selanjutnya adalah masing-masing calon mengajukan
berkas data diri dan persyaratan, kemudian diproses oleh P2K.

d. Melaksanakan pemilihan atau pemungutan suara.

Pelaksanaan pemungutan suara merupakan tahapan paling
penting. Menurut Nasri, pemungutan suara yang dilakukan tidak jauh
berbeda dengan pemilihan umum lainnya. Hanya saja, bagi gampong
yang telah memiliki fasilitas dan sarana yang lengkap, maka barkats
suara dalam bentuk cetakan atau lainnya akan diperoleh. Namun bagi
gampong yang tidak memiliki sarana dan prasarana yang baik, @asany
menggunakan Kkertas, atau kebijakan dari petua gampong yang
bersangkutan.

e. Menetapkan calon kepala gampong terpilih.

"wawancara dengan Rahman, Pemuda Gampong Keude Trumon, Kecdmanon,
Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 7 September 2019.

¥wawancara dengan Rahman, Pemuda Gampong Keude Trumon, Katimanon,
Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 7 September 2019.

¥Wawancara dengan Nasri, Keuchik Gampong Sigleh, Kecamatiamofr Kabupaten
Aceh Selatan, tanggal 7 September 2019.
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Setelah dilakukan pemilihan dan pemungutan suara, panitia P2K
melakukan penghitungan suara yang dihadiri oleh saksi-saksi,
masyarakat umum. tokoh masyarakat lainnya. P2K menetapkan calon
kepah gampong yang terpilih, dan melaporkan hasil pemilihan kepada
bupati/walikota melalui camat untuk kemudian ditindaklanjuti oleh
pejabat yang terkait dan melakukan pelantian.

Keenam tersebut secara umum merupakan tahapan dan tata cara
pemilihan keuchik. Hanya saja, pada kenyataannya diperoleh bebersgdaima
yang kurang sejalan dengan regulasi undang-undang. Di antaranya adalah
mengenai syarat calon keuchik yang tidak begitu diperhatikan. Ditenukan
kasus keuchik yang telah menjabat dua kali masa jabatan, kemudibomkim
kembali oleh warga masyarakat hingga terpilih untuk ketiga kal®gtin itu,
ditemukan 3 kasus keuchik yang terpilih tidak memenuhi syarat pendidikan
terendah. Ditemukan pula 1 kasus keuchik yang terpilih tidak berdomisili di
mana tampatnya menjabat sebagai keuchik. Kasus keuchik yang dgdéim
tiga kali jabatan ditemukan di gampong Teupin Tinggi. Kasus kkeuamg
terpilih tidak memenuhi syarat pendidikan terendah ditemukan dgaiggoong
yaitu gampong Kuta Padang, Ujong Tanoh, Upt li Pd Harapan. Semergasa ka
keuchik yang terpilih tidak memenuhi syarat domisili terdapat di gamp®ng
Meudamat!

Terkait dengan sebab terpilihnya keuchik yang tidak memenuhi syarat
kualifikasi keuchik dikemukakan oleh Nasri sebagai berikut:

3Terpilihnya keuchik yang berdomisili kurang dari tiga tahun sebab
masyarakat mengutamakan ketentuan musyawarah gampong. Juga tidak
ada disanksikan atau masyarakat tidak mempermasalahkan. Adapun
untuk kriteria pendidikan, juga tidak sesuai dengan ganun sebab
mengacu pada undang-undang gampong, di samping itu dilihat dari segi

\Wawancara dengan Bustam, Tuha Peut Gampong Panton Bilimiesra Trumon,
Kabupaten Aceh Selatan, ranggal 8 September 2019.

ZHasil wawancara dengan Amri, tuha peut gampong Ujong Tanoh,nté&aa
Trumon, Aceh Selatan, tanggal 12 September 2019.
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aspek sosial, dan mudah bergaul dengan masyarakat. Tata cara
pemilihannya ada yang sesuai ada pula yang tidak sesuai dengan
ketentuan ganun dan undadg® G BQ J°

Keterangan serupa juga diketengahkan oleh Zahabi sebagai beirkut:

3Untuk gampong Kuta Baro tidak ada yang menjabat hingga tiga kali
masa jabatan, namun untuk gampong tentangga memang ditemukan
keuchik yang menjabat hingga tiga kali masa jabatan. Hal irbaligan
karena tokoh keuchik yang terpilih hingga tiga kali masa jabatan itu
karena memang sudah diketahui banyak orang, di samping itu memang
tidak ditemukan adanya kandidat lain yang dipandang layak oleh
masyarakat, sehingga tokoh yang bersangkutan ditetapkan kembali
sebagai calon. Barangkali ada kinerja yang cukup baik yang telah
dilakukan oleh tokoh tersebut dalam beberapa periode jabatahnya.

Berdasarkan dua kutipan di atas, dapat dipahami bahwa pemilihan kepala
gampong di Kecamatan Trumon menyisakan beberapa persoalan penting,
khususnya mengenai seseorang yang memenuhi kualifikasi dan syaeat-sy
sebagai keuchik. Menariknya, pemenuhan syarat-syarat keuchik sebagaimana
telah dijelaskan pada Bab 1l terdahulu kurang dianggap penting oleh
masyarakat. Hal ini sejalan dengan keterangan Bustam. Menurutnya, masyarakat
di Kecamatan Trumon tidak memandang penting untuk beberapa syarat yang
harus dimiliki seorang keuchik, misalnya soal batas minimal pendiddam,
juga jumlah masa jabatan. la menambahkan, syarat-syarat tersebut tidak menjadi
dasar ukur dan pertimbangan oleh masyarakat. Poin pentingnya adalah sosok
keuchik yang dipilih itu memiliki sikap dan karakter yang baik, mudah bkrga
mampu dan memiliki komunikasi yang baik dengan masyafakdasan inilah
barangkali menjadi acuan dasar bagi masyarakat Kecamatan Trumon dalam

pemilihan keuchik.

*A\Wawancara dengan Nasri, Keuchik Gampong Sigleh, Kecamatamfi; Kabupaten
Aceh Selatan, tanggal 7 September 2019.

BWwawancara dengan Zahabi, Keuchik Gampong Kuta Baro, Kecarfiatanon,
Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 8 September 2019.

#Wawancara dengan Bustam, Tuha Peut Gampong Panton Bilimiesza Trumon,
Kabupaten Aceh Selatan, ranggal 8 September 2019.
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2. Bentuk Pengawasan Panitia Pemilihan Kepala Gampong

Sebelum jauh membahas tentang bentuk pengawasan penitia pemilihan
kepala gampong di Kecamatan Trumon, terlebih dahulu penting dikemukakan
fungsi pengawasan itu sendiri. Pengawasan merupakan kegiatanayaag s
penting dalam kegiatan keorganisasian dan menjalankan sistemimahzen
dari tingkat pusat hingga pemerintah gampong. Hal ini dilakukan agén s
kegiatan yang telah direncanakan dapat berjalan sebagaimanaymeStlain
itu, pengawasan juga berfungsi sebagai tindakan koreksi atas kekurangan suatu
kegiatan, atau kegiatan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pengawasan dipandang penting untuk dipenuhi dalam semua kegiatan
masyarakat, termasuk pemilihan kepgdhmpong Keuchil. Fungsi pengawasan
ini tidak hanya diperlukan saat pemilu (pemilihan umum) kepala negara
sebagaimana yang dilakukan oleh Bawaslu (Badan Pengawas Pemgkay t
Nasional, namun badan pengawas ini juga perlu dan urgen keberadaannya dalam
pemilihan kepala gampong di tingkat gampong. Fungsi pengawasan ini di
daerah tertentu dalam pemilihan kepala daerah terkadang kurang memenuhi
ideal hukum yang berlaku. Hal ini seperti terjadi dalam pemilihan deepa
gampong di Kecamatan Trumon.

Bugam mengutarakan sebagai berikut:

Pengawasan pemilihan kepala gampong di Kecamatan Trumon
dilakukan oleh P2K itu sendiri, yang dibantu okeiha peutgampong.

Tuha peut sebagai pihak yang dituakan dalam gampong diserahi
wewenang untuk mengawasi pemilihan secara baik. Hanya saja, bentuk
pengawasan yang dilakukan tidak begitu formal dan kaku. Pihak P2K
dan tuha peutgampong hanya mengurus beberapa kelengakapan dan
kekurangan pada saat dilakukannya pemilihan dan pemungutan suara. Di
beberapa gampong, seperti gampong Teupin Tinggi, Kuta P,adijmmng
Tanoh, Upt li Pd Harapan, dan Ujong Tanoh, pengawasan tidak

%Angger Sigit Pramukti dan Meylani Chahyaningsitengawasan Hukum terhadap
Aparatur Negara(Jakarta: Media Pressindo, 2018), him. 4.
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dilakukan dengan ketat, sehingga ditemukan kasus calon keuchik yang
tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam ganun Xceh.

Menurut Zahabi, pengawasan dilakukan oleh P2K bersama-sama dengan
tuha peut gampong. Pengawasan dilakukan jauh dari ketentuan regulasi hukum
yang ada, misalnya keharusan untuk mengecek kelengkapan berka syarat
masing-masing calon kepala gampong. Kurangnya pengawasam pemiliha
keuchik menurut Zahabi menimbulkan beberapa soal, seperti keuchik yang
dicalonkan sudah melebihi dua kali masa jabatan, tidak memenuhikasali
pendidikan, juga tidak memenuhi syarat minimal masa dorffisili.

Kurangnya pengawasan pemilihan kepala gampong seperti dapat
dipahami dari keterangan di atas justru akan menimbulkan cessedpral
pemilihan keuchik itu sendiri. Hal ini sejalan dengan keterangantofis
bahwa ketidaan atau kurang maksimalnya pengawasan pemilihan kepala
gampong berimbas pada proses pemilihan leegmmpong itu sendiri,
pemilihan tersebut diwarnai dengan praktik yang cacat secara Hikum.
Menariknya, persoalan mengenai cacat hukum ini agaknya tidak
dipertimbangkan begitu jauh oleh masyarakat di Kecamatan TrumoniniHal
telah disebutkan oleh beberapa responden, seperti Ria@ehmar®® dan
Muslim3* Dari beberapa kasus seperti calon keuchik yang terpilih tidak
memenihi syarat prosedural dalam ganun justru tidak dipermasalahkan ole
masyarakat. Demikian juga dalam pengawasan pemilihan, pihak pentdaka

ZWawancara dengan Bustam, Tuha Peut Gampong Panton Bilijriééan Trumon,
Kabupaten Aceh Selatan, ranggal 8 September 2019.

*'Wawancara dengan Zahabi, Keuchik Gampong Kuta Baro, Kecarfiatanon,
Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 8 September 2019.

23yahrul Mustofa,Mahkamah Penyelesaian Sengketa Pilkades Serentak: Sebuah
Peradilan Baru di Daerah(Jakarta: Quepedia, 2019, him. 58.

*Wawancara dengan Nasri, Keuchik Gampong Sigleh, Kecamatamfi; Kabupaten
Aceh Selatan, tanggal 7 September 2019.

*Wawancara dengan Rahman, Pemuda Gampong Keude Trumon, kKetdmanon,
Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 7 September 2019.

$Wwawancara dengan Muslim, Tuha Peut Gampong Sigleh, Kemam&umon,
Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 7 September 2019.
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memandang masalah ketika calon yang diajukan untuk menjadi kepgtams

yang tidak memenuhi syarat sesuai dengan ganun Aceh. Hal terpenting bahwa
tokoh atau sosok kepala gampong yang terpilih sesuai dengan keinginan banyak
masyarakat, dan dipandang layak untuk menduduki kursi kepala gampong. Oleh
sebab itu, maka tidak keliru jika dikatakan pengawasan pilkadesdak
berjalan secara optimal sebagaimana yang diatkeam oleh regulasi hukum

atau ganun Aceh.

C. Analisis Pemilihan Kepada Gampong di Kecamatan Trumon Dilihat
Menurut Qanun Nomor 4 Tahun 2009

Pemilihan kepala gampong idealnya merupakan babak baru bagi
masyarakat untuk memajukan gampong dan mewujudkan cita-cita masyarakat
gampong bersangkutan. Melalui pemilihan ini, diharapkan bagi tokoh yang
terpilih dapat mensejahterakan masyarakat yang dipimpinnya, gagat
menampung aspirasi masyarakat untuk kemudian disampikan pada
pemerintahan tingkat camat, kabupaten hingga provinsi dan diharapkan dapat
dipenuhi dengan baik. Namun demikian, pemilihan kepala gampong juga
menjadi media terbukanya praktik yang tidak sesuai dengan aturarihBemi
kepala gampong yang jauh dari aturan hukum akan mencederai psinsip
demokrasi yang jujur dan adil. Oleh sebab itu, segenap ideal hukum dalam
pemilihan kepala gampong harus dipenuhi dengan baik.

Terkait dengan pemilihan kepala gampong di Kecamatan Trumon
Kabupaten Aceh Selatan, memang ditemukan minimal tiga persoalgnigak
sesuai dengan ragulasi hukum, yakni Qanun Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata
Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchiceh.Ketiga permasalahan yang
dimaksud baik mengenai pemenuhan syarat minimal pendidikan keuchik
domisili, maupun minimal masa jabat@malisis terhadap dua masalah tersebut
dapat diuraikan dalam poin-poin berikut:

a. Syarat pendidikan
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Kriteria atau syarat keuchik dalam Qanun Nomor 4 Tahun 2009
tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aedh tel
disebutkan secara rinci pada Bab Il. Materi tentang syarat keunghik
disebutkan dalam Pasal 13, yaitu berjumlah 19 (sembilan belas). syarat
Dari syarat-syarat yang ditentukan, ditemukan bahwa syarat minimal
pendidikan bagi calon keuchik tidak dipenuhi yang seharusnya menurut
Qanun Nomor 4 Tahun 2009 yaitu keuchik minimal berpendidikan SMP
atau sederajat (Pasal 13 huruf e). Kasus ini ditemukan di gampong Kuta
Padang, Ujong Tanoh, dan gampong Upt |i Pd Harapan.

. Syarat domisili

Qanun Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan
Pemberhentian Keuchidli Aceh juga menetapkan bagi calon keuchik
harus memenuhi syarat minimal domisili minimal 3 tahun. Hal ini seperti
disebutkan dalam Pasal 13 huruf p. Disebutkan bahwa seorang calon
N H X F KL N tefdafthiXsébagai warga gampong dan bertempat tinggal
di gampong yang bersangkutan paling singkat 3 (tiga) tahun terakhir
dengan tidak terputus-putus dan dibuktikan dengan kartu tanda
penduduk yang berlakuUntuk kasus domisili, juga tidak terpenuhi, dan
ini terjadi di gampong le Meudama. Keuchik yang terpilih di gampong
ini berdomisili kurang dari tiga tahun.

. Syarat minimal masa jabatan

Syarat minimal masa jabatan yang ditetapkan dalam Qanun
Nomor 4 Tahun 2009 ditetapkan dalam Pasal 2. fyamenyebutkan:
Keuchik mempunyai masa jabatan 6 (enam) tahun terhitung sejak
WDQJJDO SHO D QY méhizeQutkaDa@niheDrivdsa jabatan
keuchik telah berakhir, maka yang bersangkutan dapat mencalonka
kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Kasus yang
terjadi di gampong Teupin Tinggi, keuchik yang terpilih justru telah

menjabat dalam dua periode dan terpilih kembali dalam periode ketiga.
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Mengacu pada uraian di atas, dapat diketahui bahwa pemilihan keuchik
di Kecamatan Trumon masih menyisakan problem, bahkan boleh dikatakan
tidak sesuai dengan Qanun Nomor 4 tahun 2009. Karena itu, secara hukum,
proses dan prosedur pemilihan keuchik di beberapa desa di Kecamatan Trumon
sebelumnya cata secara hukum. Karena itu pula, keuchik yang terp#ih jug
legalitasnya tidak sah secara hukum.

Pemenuhan syaratarat bagi calon keuchik idealnya dipenuhi dengan
baik. Namun demikian, dalam beberapa kasus yang telah diurai seb&lumny
justru menunjukkan syarat calon keuchik tampak diabaikan. Bahkan,
masyarakat tampak tidak mempermasalahkan, ditambah lagi pengawa
pemilihan keuchik juga tidak mendiskualifikasi calon-calon yang tidak
memenuhi syarat minimal domisili, pendidikan dan syarat minimad jadstan
tersebut.

Menurut Bustam, selaku tuha peut Panton Bili, masyarakat terkadang
mengabaikan isi undang-undang atau ganun dan lebih memilih cara dan praktik
tersendiri sesuai denagn kearifan lokal masyarakat, misalnya dengan
musyawarah, dan cara-cara lainnya yang dianggap masyarakat dapatumiem
kepentingan masyarakat setempat, dan tidak bertentangan dengan milai da
norma adat yang berlakaIni juga sesuai dengan keterangan Jurdi, ahli Hukum
Tata Negara dari Universitas Hasanuddin. Menurut Jurdi, secaraishistor
masyarakat gampong telah hidup sejak dahulu, dan memiliki otonomi dalam
mengelola tata kuasa dan tata kelola atas penduduk, pranata lokaipdzar s
ekonomi®® Oleh sebab itu, penulis menduga bahwa masyarakat gampong juga
memiliki kuasa tersendiri dalam mengelola sistem pemerintdbamasuk tata
caa pemilihan kepala gampong, mengurus pembangunan gampong, dan

lainnya. Terhadap persoalan di atas, tidak sejalannya praktik penkébahik

*3Wawancara dengan Bustam, Tuha Peut Gampong Parliprk&amatan Trumon,
Kabupaten Aceh Selatan, ranggal 8 September 2019.

*rajlurrahman JurdHukum Tata Negara Indonesi@lakarta: Kencana Prenada Media
Group, 2019), him. 477-478.
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khususnya mengenai syamygrat calon keuchik yang tidak terpenuhi

barangkali dapat dipersoalkan kepada bupati melalui camat dan mukim d
Kecamatan Trumon. Bagi pihak-pihak yang tidak puas terkait pemilihan
keuchik dapat mengajukan keberatan atas keuchik terpilih untuk kemudian

dilakukan pemungutan suara ulang.



BAB EMPAT
PENUTUP

Bab empat, merupakan bab penutup, yakni hasil ini dari analisa yang
telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya. Bab ini disusun dengan dua poin
yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dimaksud yaitu beberapa poin
penting terkait jawaban singkat atas temuan penelitian, khususnya amenga
pada pertanyaan yang telah diajukan sebelumya. Adapun saran dikemukakan
dalam kaitan dengan masukan-masukan yang diharapkan dari berbagai pihak
terkait, baik secara khusus dalam kritik dan saran tentang teknik dan isi
penelitian, maupun dalam hubungannya denggana dan fokus penelitian.

Masing-masing uraiannya dapat dikemukakan dalam poin-poin berikut ini:

A. Kesimpulan

Mencermati dan menganalisa pokok penelitian ini, berikut dengan
mengacu pada pertanyaan yang diajukan, maka dapat disarikan beberapa
kesimpulan dalam poin berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata cara pemilihan keuchik di
Kecamatan Trumon Kab. Aceh Selatan dilakukan dengan lima tahapan
Pertama pembentukan Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) yang dilakukan
oleh tuha peut masing-masing gampoigdug P2K menentukan dan
mensosialisasikan jadwal pemilihan keuchfletiga pengajuan berkas data
dari masing-masing calon yang mencalonkan diri sebagai keuchik&epad
P2K. Keempat melaksanakan pemilihan atau pemungutan su&edma
menetapkan calon keuchik terpilih.

2. Bentuk pengawasan penitia pemilihan keuchik di Kecamatan Trumon
dilakukan oleh Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) bersama-sama deugan t
peut gampong. Pengawasa pemilihan keuchik dijalankan tidak secara
optimal, khususnya mengenai rakap data syarat-syarat bakal calon keuchik.
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3. Pemilihan kepada gampong di Kecamatan Trumon cenderung kurang sesuai
dengan ketentuan Qanun Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pemilihan dan
Pemberhentian Keuchik di Aceh. Ditemukan minimal tiga persoalan yang
tidak sesuai dengan ganun terseligrtama tidak terpenuhinya syarat
minimal pendidikan keuchik. Kasus ini terjadi pada keuchik terplih
gampong Kuta Padang, Ujong Tanoh, dan gampong Upt li Pd Harapan
Kedug tidak terpenuhinya syarat minimal domisili. Kasus ini terjadi pada
keuchik terpilih di gampong le Meudantgetiga, tidak terpenuhinya syarat
minimal masa jabatan. Kasus ini terjadi pada keuchik terpilih dipgam
Teupin Tinggi. Dari kasus tersebut, syarat-syarat calon keuchik yang
ditetapkan dalam Qanun Nomor 4 tahun 2009 tampak diabaikan.

B. Saran-Saran

Mencermati masalah penelitian ini, juga merujuk pada kesimpulan
sebelumnya, maka dapat disarikan beberapa poin masukan dan saran, yaitu
sebagai berikut:

1. Masyarakat di Kecamatan Trumon Kabupaten Aceh Selatan masih banyak
yang belum mengetahui keberadaan Qanun Nomor 4 tahun 2009. Oleh sebab
itu, pemerintah tingkat daerah, baik provinsi, kabupaten, maupun kecamatan
hendaknya melakukan sosialisasi terhadap ganun tersebut.

2. Badan pengawas pemilihan keucik di Kecamatan Trumon hendaknya bekerja
secara optimal, khususnya mengenai pengecekan syarat bakal calon keuchik.
Bagi keuchik yang tidak memenuhi syarat yang ditetapkan dalam Qanun
Nomor 4 tahun 2009, harusnya didiskualifikasi. Ini dilakukan agar keuchik
yang terpilih ke depan benar-benar dipandang layak, berintegritas, memenuhi

kualifikasi sebagai keuchik berdasarkan ganun.
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KUISIONER ATAU PERTANYAAN PENELITIAN

kenapa ada calon kepala desa yang mencalonkan diri sampai yang
ketiga kalinya?

Apa dasar hukumnya hingga terdapat kepala desa menjabat tiga kali
masa jabatan?

Kenapa bisa terpilih kepala desa yang kurang mapan dari sisi
pengetahuan dan pengalaman, tidak memenuhi syarat tingkat
pendidikan dan laifain, apakah dalam syarat pemilihan kepala desa
tidak dijelaskan syarat2 pemilihan kepala desa?

Menurut bapak seharusnya kan keuchik yang terpilih adalah yang
mendomisili desa tersebut, akan teteapi kenapa bisa ada keuchik yang
terpilih tidak berdomisili di desa tersebut. Hal ini bertentanganateng
ketentuan pemilihan syarat calon keuchik?

Menurut bapak bagaimana tata cara pemilihan kepala desa didtenam
trumon?

Bagaimam bentuk-bentuk pengawasan panitia pemilihan kepala desa di
kecamatan trumon

Apakah pemilihan kepada desa di kecamatan trumon sudah sesuai yang
dilaksanakan menurut ganun nomor 4 tahun 20097

YANG HARUS DI WAWANCARA:

"0 Q0 T

Camat Kecamatan Trumon (1 orang)

Seksi pemerintahan camat

Imum Mukim (2 orang)

Kepala Desa (5 orang)

Perangkat Gampong seperti Tuha Peut, Sekretaris Desa (10 orang)
masyarakat yang mengetahui permasalahan ini.



DALAM MELAKUKAN WAWANCARA YANG HARUS DILAKUKAN:

1.

2.

Menanyakan nama
Menanyakan pertanyaan wawancara
Merekam selama wawancara

Meminta foto sebagai data
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Tempat Tanggal Lahir  : Kuta Baro,10 Mei 1996

Alamat : Kuta Baro, Kecamatan Trumon, Aceh Selatan

RIWAYAT PENDIDIKAN

Sekolah Dasar : SDN Kuta BaroTrumon

SMPN : SMPN Kuta BaroTrumon

PTN :UINAr-5DQLU\ %DQGD $FHK )DNXOW
Hukum

DATA ORANG TUA

Nama Ayah : T.M.Daud

Nama lbu : Cut Nurjannah (Almarhum)

Pekerjaan Ayah : Wiraswasta

Pekerjaan lbu D -

Alamat : Kuta Baro, Kecamatan Trumon, Aceh Selatan

Banda Aceh, 25 Agustus 2020
Yang menerangkan

T.IDUL ADHA
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